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PERAN AUDITOR INTERNAL DALAM 
GOOD CORPORATE GOVERNANCE 

Oleh 
Hiro Tugiman 

1. Tata Kelola Perusahaan ( Corporate Governance) 

Dalam dunia bisnis, manajemen dan kegiatan perusahaan semakin banyak 

dipisahkan dari kepemilikan. Pemisahan ini dapat menimbulkan kurangnya 

transparansi dalam penggunaan dana pada perusahaan serta keseimbangan yang 

tepat antara kepentingan-kepentingan yang ada. 

Perusahaan-perusahaan semakin ban yak bergantung dari modal ekstern untuk 

pembiayaan kegiatan-kegiatan, investasi dan pertumbuhan. Demi kepentingan 

mereka maka perusahaan perlu memastikan kepada pihak penyandang dana 

ekstern bahwa dana-dana tersebut digunakan secara tepat dan seefisien mungkin, 

dan memastikan bahwa manajemen bertindak yang terbaik untuk kepentingan 

perusahaan. Kepastian seperti itu diberikan oleh sistem tata kelola perusahaan 

(corporate governance). Sistem corporate governance yang sehat harus memberi 

perlindungan efektif kepada para pemegang saham dan pihak kreditur, sehingga 

mereka dapat meyakinkan dirinya akan perolehan kembali investasinya dengan 

waJaf. Sistem tersebut harus juga membantu menciptakan lingkungan yang 

kondusif dan berkesinambungan. Dengan demikian, corporate governance dapat 

diartikan sebagai : 

"Perangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang 
saham , pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para 
pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya sehubungan dengan 
hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kala lain sistem yang 
mengarahkan dan mengendalikan perusahaan ( Forum for Corporate 
Governance 11/ indoneslCI FC'G/). 
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Pengertian corporate governance oleh The Cadbury Committee /UK (Dec. 

1992) yaitu "Corporate Governance is the sistem by which companies are 

directed and controlled." 

Pemerintah memegang peranan penting yang mendukung dengan 

menerbitkan dan memberlakukan pengaturan yang memadai misalnya tentang 

pendaftaran perusahaan, penglmgkapan data keuangan perusahaan serta peraturan­

peraturan tentang tanggungjawab komisaris dan direksi. Namun manajemen 

perusahaan memegang tanggungjawab utama untuk melaksanakan sistem 

corpurute governance yang baik di dalam perusahaan. Perusahaan-perusahaan 

harus mengantisipasi pemberlakuan yang lebih tegas dari peraturan perundang­

undangan yang ada, adanya pemberlakuan peraturan perundang-undangan yang 

baru, serta pengawasan masyarakat yang semakin tajam terhadap tindakan 

perusahaan-perusahaan tersebut. 

Berikut disampaikan proses dan prinsip dasar dari corporate governance (llA 

Conference N.Y, June 11-14,2000). 

(aj Corporate Governance Process 

Performallce 

Leadership 

Stategy 

Market Place 

Enhance 
Shareholder vallie 

Corporate 
Synergy 

Conformance 

Accountability 

[Risk & Control 

Board Operations I IL _____ -l/ 

JfalIagemellt 
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(b) Prinsip dasar Corporate Governance 

/) Appropriate Disclosures 
2) Codes of Conduct (jor company directors) 
3) Development of internal structures which provide independent review of 

processes and decision making 
4) Separation of roles of Chair and CEO 
5) Non-executive Directors 
6) Audit Committees 
7) Internal Auditors 
8) Independent f-xternal Auditors 
9) Standards of Financial Reporting 
10) Code of Ethics 
II) Conflict of Interest and Disclosure 
f 2) Risk Management 

(c) Corporate Governance - The Public Sector: 

I) Financial Reporting (Financial Administration & Audit Act 1977) 
2) Internal Audit (Financial Management Standards IFM') 1997) 
3) Audit Committee (Pi..,,1S 1997) 
4) Risk Management (F'MS 1997) 
5) Coile ofl,'thics (Public Sector Ethics Act 1994) 

Corporate Governance -- The Public Sector: Part 5 of FMS : 

/) Responsibilities of Accountable Officer 
2) Internal Control Structure 
3) Systems Appraisals 
4) internal Audit 
5) Risk Management 
6) A udif Commillec 
7) /)elegatLOns 

2. Apakah yang sedang terjadi di Dunia ? 

Kegagalan perusahaan berskala besar, skandal-skandal keuangan dan krisis­

kriSlS ekonomi di berbagai negara, telah mcmusatkan perhatian kcpada pentingnya 

corpurate governance. Kcbijakan lcmbaga-lembaga keuangan besar dalam 

pendanaan pcrusahaan-perusahaan melalui pinjaman atau modal perusahaan, 

mulai memasukkan syarat-syarat tentang corporate governance pada perusahaan­

perusahaan tersebut. 
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Sernua ini berarti bahwa negara dan perusahaan-perusahaan yang merniliki 

corporate governance yang baik akan mempunyai akses yang lebih baik terhadap 

dana internasional dibandingkan rnereka yang tidak mempunyai corporate 

governance yang baik. 

Dengan menyadari pentingnya corporate governance, maka pemerintah dan 

asosiasi-asosiasi bisnis di sejumlah negara, baik negara industri maupun negara 

berkembang, telah mulai mengembangkan dan memperbaiki sistim nasionalnya 

dalam hal corporate governance. 

Negara-negara seperti Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Australia, Korea 

Selatan, Thailand, Malaysia dan India telah menyusun laporan nasional dan mulai 

melaksanakan rekomendasi-rekomendasi yang disusun oleh para ahli, pada level 

pemerintahan dan pemsahaan, 

Di negara-negara Asia, pembangunan corporate governance merupakan 

bagian penting dari pembaharuan-pembaharuan ekonomi yang mutlak untuk 

menghadapi krisis ekonomi 

Langkah-Iangkah negara maJu dalam menuju corporate governance (llA 

ConferenceNY June 11-14,2000) antaralain: 

(a) USA 

1) Treadway Commission (1985) 

(a) Penekanan pada : 
(1), Control environment 
(2). Codes of cunduct 
(3), Competent and involved audit committee 
(4) Active and object Ive internal audit jimctlOli 

(h) Management Reporting on internal control e/Jec/lveness 
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2) COSO 

a) Internal control-integratedframework ( 1993) 
b) COSO definition of control " "a process, effected by an entity's 

board of directors, management, and other personnel, designed to 
provide reasonable assurance regarding the achievement of 
objectives .. , " 

c) Element of internal control : control environment, risk assessment, 
control activiles, information and communication and monitoring. 

(b) Canada 

coco (Criteria of Control Board) 

I) Guidance Control (1995) 

2) COCO dejiniton ofContro! : 

"Those elements of an organisation (including its resources, systems, 
processes, culture, structure and tash) that taken together. support 
people in the achievement of the organisations objectives " 

3) Penekanan pada : 

a) Rehabllity ofnon-jinancial reporting 
b) Compliance with internal policies 
c) Objecfive setting risk management 

(c) United Kingdom 

1) the Cadbury Conllmllee ( May 1991 ) 

"The Fmancial Aspects of Corporate Governance" ( December 1992 ) : 

" Convmced that an effective internal control system IS an essensial 
part of the efficient management of a company, Directors should report 
on the effectiveness of their .Iystem of internal control, and the auditors 
should report on their statement", 

2) Code of Best Practtce 

0) CornerslOne 
0) Directed to the boards of all listed compames 
c} Based on pnnelples of openness, IIItegTlly {llld Clccmmtabiltlty of 

comp(1l11es 
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Struktur umum suatu perusahaan berbentuk PT di Indonesia adalah : 

RUPS 

I 
Dewan Komisaris I 

I 
Dewan Direksi 

Menurut peraturan yang berlaku suatu perusahaan yang terdaftar di bursa 

saharn diharuskan untuk rnengangkat seorang corporate secretary, dimana 

corporate secretary tersebut bertugas sebagai penghubung investor (investor 

relation officer). Di samping itu, juga sedang diusulkan di mana corporate 

secretary juga bertindak sebagai petugas ketaatan (compliance officer) dan 

Pemegang Saham serta Daftar Khusus perusahaan, termasuk pula Risalah rapat 

setiap RUPS. Salah seorang anggota Direksi dapat ditunjuk sebagai corporate 

Secretary. 

Penelitian yang dilakukan oleh McKinsey & Company memberi indikasi 

bahwa para manajer dana di Asia akan membayar 26 - 30% lebih untuk saham­

saham perusahaan dengan corporate governance yang baik ketirnbang untuk 

saham-saham perusahaan dengan corporate governance-nya yang meragukan 

Di Indonesia, usaha-usaha untuk mernperbaiki corporate governance 

sedang dimulai. Jadwal terinci untuk perbaikan-perbaikan merupakan bagian 

penting dari Nota Kesepakatan (Letter of Intent) yang ditandatangani oleh 

Indonesia dan IMF, dan kelanjutan bantuan keuangan dari pihak IMF bergantung 

pacta perbaikan di bidang corporate governance. 

Komite Nusionul rnengellai Kebijakun corporale governance (K."lKCG) 

sedang rnenganJurkull, rnernprakarsai dan mernantau perbaikan di bidang 
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corporate governance di Indonesia. Komite tersebut telah mengindikasikan 

sepuluh bidang kunci yang memerlukan pembaharuan-pembaharuan, dan telah 

menyusun suatu Kode Acuan untuk corporate governance (Code for Good 

Corporate Governance) yang dapat digunakan oleh perusahaan-perusahaan dalam 

melaksanakan corporate governance. 

"Forum for corporate governance in Indonesia (FCGI)" merupakan forwn 

terbuka dad asosiasi-asosiasi bisnis yang mempunyai tujuan untuk 

mempromosikan penerapan standar yang sebaik mungkin di bidang corporate 

governance di Indonesia. Saat ini asosiasi-asosiasi anggota FCGI iaIah Asosiasi 

Emiten Indonesia (AEI), Ikatan Angkutan Indonesia-Kompartemen Akuntan 

Manajemen (IAI-KAM), Indonesia Financial Executives Assosiation (IFEA), 

Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI), Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia 

(APEI), Institute of Internal Auditors (IlA) Indonesia Chapter , Indonesian 

Netherkands Association (INA), Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA), 

Forum Komunikasi Satuan Pengawasan Intern BlJMNID (FKSPI/BUMNID) dan 

Perhimpunan Auditor Internal Indonesia (PAIl). 

Alamat (FCGI), Citra graha, 71b Floor, Suite 703, 
Jalan Jend. Gatot Subroto 35-36, Jakarta 12950, Indonesia 

Phone: 021-5200702 Fax: 021 5200969. 

FCG! bersifat eksklusif dan asosiasi-asosiasi bisnis bebas untuk bergabung 

dengan FCG!. Beberapa aktifitas FCG! diantaranya menyediakan informasi 

tentang corporate governance di dunia dan di Indonesia dalam berbagai bentuk. 

Dalam laporannya tangggal 8 Desember 2000 FCG! sedang membahas secara 

mendalam antara lain: 

1. Prinsip-prinsip Corpurate Governallce. 
2. Company Law (U. UPT 1995) 
3. Komisaris Independen 
4. Dewan Komisaris dan Audit Komite (termasuk Audit Commillee Charter). 
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Diperlukannya corporate governance ini dilandasi oleh banyaknya isu kolusi, 

korupsi, nepotisme dalam perusahaan-perusahaan di Indonesia.Ada empat prinsip 

corporate governance, yaittJ : 

I. Fairness. yaitu adanya perlindungan yangh mencukupi terhadap kepentingan 

pemegang saham minoritas daTi tindakan orang dalam perusahaan yang 

berbentuk penipuan, kecurangan, ataupun penyalahgunaan wewenang. 

2. Transparancy. yaitu pengungkapan informasi kineIja perusahaan yang 

dilakukan tepat waktu dan dengan akurasi tinggi. 

3. Accountability. yaitu terdapatnya suatu sistem pengawasan yang efektif dan 

seimbang diantara berbagai pihak yang berkepentingan seperti Dewan 

Komisaris, Dewan Direksi, Pemegang Saham, dan Auditor. 

4. Responsibility, yaitu pertanggungjawaban perusahaan sebagai bagian dari 

masyarakat sebagaimana diinginkan oleh pemegang saham dan masyarakat 

(stakeholders). 

Pelaksanaan corporate governance ini akan menyangkut berbagai pihak antara 

lain : Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Komite Audit, Dewan Direksi, 

Sekretaris Perusahaan, Internal Auditor, dan External Auditor. 

3 Ketidakberesan dalam Mengelola Organisasi 

Manusia merupakan pilar utama dalam membawa organisasi lebih baik atau 

sebaliknya. Setiap organisasi diperlukan pengendalian internal yang baik agar 

tujuan organisasi tercapai dcngan optimal. Keinginan manusia untuk berbuat tidak 

baik dalam organisasi antara lain berakibat teIjadinya fraud atau kecurangan. 

Beberapa hasil penelitian terhadap kecurangan ini antara lain: 

(a) The National Assosiation of Certified Fraud Examiners (David Me Name, 

1994) : .. nwl alone lime,' -+U% of the people will never steal, 3U% will steal 

I(glvenlhe !'J'()!'cr motive and 30% 'will steal al WI)' lime." 
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(b) The U.K's Auditing Practices Boards (APB) mengemukakan bahwa daTi 23 

kasus yang diteliti, 14 diantamya mengkibatkan kerugian financial, dan dari 

14 kasus teTsebut semua manajemen senior teTlibat, dan laporan se\engkapnya 

adalah sebagai berikut : 

Of The 23 Fraud cases the APB reviewed, 14 affected the company 
accounts financially. fn all 14 cases, senior management played a role. 
The study indicated that the most of the major "fraud" cases do not 
involve direct financial gain for the perpetrators or direct financial loss 
to the company. (Jumal IIA, Pebruari 1999). 

Penelitian dari UK'S Auditing Practices Boards, temyata dari 23 kasus 

kecurangan 14 kasus berakibat terhadap kondisi financial perusahaan, dimana 

manajer senior terlibat. 

(c). COSO" Fraud Study Released in 1999" (IrA Conference, NY, June 11-14, 
2000) 

Findings .' 
Nature o[Control Environment 

1) Top Senior Executives Involved 

% of Fraud Cases 
72% CEO 

CFO : 43% 

2) Others Involved 

Board of director 
Outsiders (e.g. customers) 

3) Weak Audit Committee Covernance 

aJ 25% withour Audl! Committee 

11% 
38% 

b) Only 35% of Committee Members had " Accounting or Finance 
[~'xperzence " 

c) Over 50% ofAuclll Curll!nIlleeS only Held One Meeting During Year 
eI) One-tlllrd ojAlidil Committee Comprised of ell her Management or " 

Gray" Directors 
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4) Weak Board of Director Governance 

a) 60% of Board = Management or gray Directors Outside Directors 
Not Experinced as Director 

b) 38% Disclosed ramily Relationships among Directors and Officers. 
c) 45% Founder or Original CEO still in Power 

5) Additional Observations,' 

a) Audit Committee Effectiveness 
b) Registrant Considerations 
c) Quality of Auditing 

(1) Internal 
(2) External 

Di Indonesia penulis yakin tidak lebih baik dari negara manapun soal 

kecurangan, Bahkan Indonesia mendapatkan ranking yang paling tinggi dalarn 

bidang kecurangan atau korupsi. 

4. Pentingnya Pengendalian Internal bagi Manajemen dan Auditor 

COSO (Mei 1994), memberikan pengertian internal control sebagai berikut : 

Internal Conlrol is broadly defined as a process, effected by an entity's 
board (l directors. management, and other personnel, designed to 
provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives in 
the following categories : effectiveness and efficiency of operation5, 
reliability offinanclCl! reporting. and compliance with applicable laws 
and regulations (Committee of Sponsoring Organizations of the 
Tlreatway Commisions. " Internal Control-Integrated Framework," 
September 1992. p.9 dan Fiorelly and Rooney 1997). 

Menurut COSO study, pengendalian internal adalah suatu proses dan aktivitas 

operasional organisasi dan merupakan bagian integral dan proses manajemen 

seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian, Pengendalian internal 

meliputi (1) berbagai kegiatan (a process); (2) dipengaruhi oleh manusia (is 

affecTed b1 people): (3) diharapkan dapat mencapai tujuan (objectives), Inti 

COSO's report terdiri dari lima komponen (Baile, 1996 dan Arens, 2000) yaitu : 

(I) The COl1lm! C!mromnenl; (2) N.lsk assesment; (3) COlltro! activities; (4) 

infonn(1flUll anel cOllllmmication; and (5) lHollitormg, 
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(a) Pentingnya Pengendalian Internal 

Beberapa pernyataan yangpada umumnya merupakan standar berikut 

menggambarkan betapa pentingnya pengendalian internal bagi suatu 

organisasi. 

1) Cashin, "Handbook/or Auditors" (1988, p 3 -11) 

Evaluation of Internal Control. 

There is to be a proper study and evaluation of the existing internal 
control as a basisfor reliance there on andfor the determination of 
the resultant extent of the tests to which auditing procedures are to 
be restricted (SAS No. I-A/CPA 1949). 

2) United States General Accounting Office (USGAO, June 1994 p. 38) 

Internal Controls. 

Auditors should obtain a sufficient understanding of internal 
controls to plan. the audit and determine the nature. timing. and 
extent of tests to be performed 

3) Standard profesional Akuntan Publik (SPAP, Agustus 1994 hIm. 150.2) 

Standar Pekerjaan Lapangan nomor 2 : 

Pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian internal 
harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, 
saat, dan Iingkup pengujian yang akan dilakukan. 

4) StandardAuditPemerintah (SAP, BEPEKA, 1995h1m31): 

Pemahaman yang memadai atas struk1ur pengendalian internal 
harus dtperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan stfat, 
waktu, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan. 

5) The Institute of Directors in Southerm Africa: " The Code a/Corporate 
PraCilees & Conduct " (Barlow, 1995 p. 412) 

9.5. The /)Irec/ors should report on the /ollowing mailers in their 
annual report: 
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9.5.3. The maintenance of adequate accounting records and an 
effective system of internal control. 

6) The Institute of Chartered Accountants in England & Wales: .. Internal 
Control Guidance for Directors on the combined Code .. , September 
1999 p.6: 

16. The Board of directors is ret>ponsible for the company's sistem 
of internal control. 

18. /1 is the role of management to implement board policies on 
risk and control. 

7) Moeller & Witt, : Brink's Modern Internal Auditing "5th edition 1999 p 
2-1 : 

Internal control is the most important and fundamental concept 
that an internal auditor must understand. 

8) Arens," Auditing" (ed. 8,2000 p.30) 

Standards ofField Work: 

(2). A sufficient understanding oj internal control is to be obtained 
to plan the audit and to determine the nature, timing, and 
extent ojtests to be perjormed. 

9) Prof Chambers - YPIA (London 29/9/2000,CRSA p.l ) : 

In the UK, parallel guidance to directors oj listed companies also 
Identifies motJItoring alld corrective action as one oj the criteria of 
infernal control. 
Management IS responsible jor IIlternai control, it jollows that 
management IS also responsible for the monitoring component of 
internal contro/. Management can exercise this responsibility 
directly themselves or they can delegate aspects oj it to others who 
report to them, or a combination of both. It has been said that: 

"Internal audIt does what management would do, 
IfmclI1agemenl had time and knew how" 

tv/any businesses have delegated to Internal audit the responsibility 
oj revle,vlI1g Orl management's behalf their systems oj internal 
cOl1lro/. Selling lip a .Ipecialist juclion (mtema1 audil) to do this is 
more likely to ensure that it IS not neglected as day {() day work 
pressures are Izkcly to deflect lme management from standing back 
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and reviewing (or monitoring) their systems of internal contra!' 
Furthermore, a specialist internal audit function is in position to 
develop alld mailltaill spec/alilst skills at high level in the arts of 
conducting effective, objective reviews of internal control. 

b. Hasil penelitian penulis di 102 BUMNID telah membuktikan secara 

kuantitatif pengaruh pengendalian internal dalam rangka pencapaian kinerja 

organisasi, seperti nampak di bawah ini : 

Pengaruh Pengendalian Internal (Y) terhadap KineIja Perusahaan (Z) 

menunjukkan angka yang paling besar bila dibandingkan dengan 

pengaruh Manajer Puncak (Xl), Auditor Internal (X2), Manajer Produksi 

(X]), dan Manajer Keuangan (Xt) seperti nampak sebagai berikut : 

XI 1,99% 
£; 

X2 172 ,52% 

Xl Z 

y 

Ruang lingkup pekerjaan auditor internal seperti yang dikemukakan The 

Institute ofIntcmal Auditors (ITA) sebagai berikut • 
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"The scope of internal auditing should encompass the examination and 
evaluation of the adequacy and effectiveness of the organizationd's system 
of internal control and the qualify of performance in carrying out assigned 
responsibilities" (IIA, 1995.' 29) 

Ruang lingkup pekeJjaan auditor internal meliputi pemeriksaan dan evaluasi 

terhadap kecukupan dan efetivitas sistem pengendalian internal dan kualitas 

kinerjanya dalam pelaksanaan tanggungjawab yang ditetapkan. 

Sejalan dengan yang telah dikemukakan, maka The Institute of Chartered 

Accountans in Australia (ICAA, 1994 : 76) tentang ruang lingkup audit internal 

mengemukakan : 

The scope and objectives of internal audit vary widley and are dependent 
upon the si::e and structure of the entity and the requirements of its 
management. Normally however internal audit operates in one or more of 
the j(J!!owing areas,' (a) Review of accounting /;ystem and related internal 
controls; (h). E.xamination for management of finanCial and operating 
information; (c) E.xamination of the economy, efficiency and effectiveness of 
operations including non-financial controls of an organization. 

Dengan demikian ruang lingkup dan tujuan audit internal sangat luas 

tergantung pada besar organisasi dan permintaan dari manajemen organisasi yang 

bersangkutan. Pada umumnya audit internal melakukan kegiatan antara lain: (a) 

mengkaji sistem akuntansi dan pengendalian internal ; (b) pemeriksaan atas 

pengelolaan informasi keuangan dan operasi perusahaan; (c) pemeriksaan atas 

ekonomis-tidaknya, efisiensi, efektivitas, dari operasi perusahaan, termasuk 

pengendalian non financial dari organisasi. 

Hasil penelitian Birkett dan Barbera (1997 : 32) tentang cakupan keIja 

auditor internal di dliaplIllIh negara memberikan gambaran sebagai berikllt : 



Country 

Australia 
Balivia 
Canada 
Cina 
Denmark 
Ethiopia 
France 
Germany 
Ghana 
India 
Italy 
Japan 

I Netherlands 
New Zealand 

tNorwav 
Peru 

IS' 
I uQam 

Ruang Lingkup Pekerjaan Audit 
(Scope of Internal Auditing Work) 

Tvpe orWork 
Internal Con/rol 

Financial Operational Computer Review & Fraud 
Detection 

8 8 8 8 

I-
M 8 L 8 
8 8 8 8 
8 8 L 8 
8 M 8 8 
S L 8 S 
S S 8 8 
8 8 M M 
8 M M 8 
S S M S 
S M L L 
M S L 8 

i 

S 

I 
s s S 

S S S M 
M S S M 
L S M S 
S S S S 
S M S s 
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Compliance 
& Other 

s 
L 
M 
8/L 
MIL 

L 
M 

MIL 
8/L 
MIL 

L 
S 

MIL 
MIL 

L 
L I 

L 
L I I I u. Arab Emirat t IUK NI i NI NT I NI NI I 

I USA M S I S S MIL 

Sumber.' JIA Report, Oktober 1997 hal.32, 

S A jot of Ij'ork is conducted inthis area 
M A moderate amount of work is conducted in this area 

L Litlle work is conducted inthis area 
NT No informatIOn given 

5. Auditor Internal dan Resiko Manajemen 

Terjadi perubahan mendasar tentang cara pendekatan audit internal, tidak saja 

pada tingkat menilai efisiensi dan efektivitas kegiatan, keandalan informasi, dan 

kepatuhan terhadap hukum dan perundang-undangan yang berlaku, namun sudah 

banyak yang memfokuskan pada resiko organisasi, 

I 
I 
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Dalam perkembangannya. sesudah pengendalian internal berjalan dengan 

baik. auditor internal (salah satu Aparat Pengawasan Fungsional) dituntut 

berfungsi lebih jauh menjadi strategic business partner bagi unit organisasi dalam 

perusahaan. Usaha meningkatkan fungsi sebagai strategic business partner dapat 

dilakukan melalui berbagai usaha antara lain: 

a. Memberi masukan (konsultasi) kepada menajemen mengenai perbaikan dan 

penyempurnaan berbagai prosedur dan proses bisnis. 

b. Memberi masukan (konsultasi) mengenai usaha-usaha peningkatan efisiensi 

melalui pengurangan pemborosan, dan peningkatan efektivitas melalui 

penilaian pencapaian strategi bisnis perusahaan. 

c. Membantu menciptakan pengendalian internal yang baik. 

d. Memastikan bahwa pengendalian internal telah dipatuhi sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. 

Perubahan fokus dari sekedar memastikan kepatuhan pada prinsip-prinsip 

pengendalian intem ke arah strategic business partner hanya akan teljadi bila 

organisasi itu telah memiliki pengendaJian internal yang baik. 

David Me Name (IIA Conference NY, June 11-14,2000) tentang perubahan 

resiko audit mcnjelaskan antara lain: 

1. Peran auditor internal dan resiko manaJemen sangat penting, namun 

merupakan komponan yang berbeda dalam corporate governance dan 

dijabarkan sebagai berikut : 

fnlernal A udil --•• Wsk ...... f-- Risk .Management 
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2. Hubungan layanan audit internal dan strategi manaJemen akan saling 

meJengkapi yaitu : 

Strategic Tactical Operational 

General Investment Q Managing What Q Value 

lvfanagement Decisionns Drives Value Delivery 

Systems in Capability For Customers Systems 

Internal Building an Q Developing the Q Performing 

Audit Audit Annual audit the Individual 

Services Universe Plan Audit 

Risk Identification Risk }.1anagement Assurance Systems 

3. Perubahan terhadap audit individual 

COSO Sequence: 

Process or Q Assess Q F;valuate How Strengthened 
Work Unil Business internal Cost/Benefit 
Objectives Risks to the Controls are Efficiency and 

Objectives Working effectiveness 

New Paradigm: 

Process or r) Assess q Evaluate how Control 
Work Unit iJusiness Business Share/Transfer 
Objectives Risks to the Risks are Avoid Diversifo 

Objectives Managed Accept 

.f. Untuk dapat mclaksanakan paradigma baru dalarn audit, auditor internal 

di pers yaratkan 7he Cerl ifled QuaLified IlllemaL Auditor, Business 

Knowledge, COIII/llUlllcatiolls, !maginatlOlls, dall Lewlership. 
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5. Peran Auditor Internal dituntut sebagai Educator, Advisor, Analist, dan 

Advocate of change. 

6. Implikasi terhadap auditor internal dalam mengbadapi paradigma baru : 

Old Paradif!ltl New Paradif;111 I I Internal Control I Business Risk 
2 Risk Factors 2 Scenario PlanninK 
3 Important Colllro/s 3 Important Risks 

4 Emphasis a the completeness of 4 Emphasis on the Significance of 
detail Controls testin!! Broad Business Risks Covered 

5 Internal Control 5 Risk Management : 

• Stmgthelled • AvoidlDiversify Risk 

• CostlBenefiJ • ShareIJramfer Risk 

• EfficienllEf!ective • Cantrall Accept Risk 
6 Addressill!! the functional Controls 6 Addressing the Process Risks 
7 Independent Appraisal Fllnction 7 Integrated Risk Management and 

Corporate Governance 

7. Harapan auditor Internal dalam memberikan nilai tambah 

a. Dealing with Risks instead of Control aligns internal audit with 
management focus on risk acceptance and risk-reward payoffS· 

b. 11 's also more jim.! 

Risk- Risk Risk-
Based Based Based Added 

Planning Audil Audit Value 
Program Report 

6. Auditor Internal Salah Satu Unsur untuk menuju Good Corporate 

Governance. 

Setelah memperhatikan tuntutan jaman dalam pengelolaan usaha yang harus : 

fCllrness, trcmparal1c.y, accountability, dan re.ljJol1sibility serta uraian terdahulu, 

yang menjadi tantangan adalah seberapa jauh kemampuan auditor internal di 

Indonesia berperan dalam ikut mewujudkan good corporate governal1ce ? 
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Zaki Baridwan dalam Seminar Nasional yang diselenggarakan FK SPI 

BUMNID tanggal 26 Oktober 2000 di Yogyakarta dalam papernya (hIm 5) 

mengemukakan : 

" Dari pengalaman membaca dan mengikuti berita tentang pengelolaan 

BUMNIBUMD selama ini, penulis menyimpulkan adanya kelemahan 

dalam pengendalian internal yang menyebabkan inefisiensi dalam 

operasi. Inefisiensi ini terutama diakibatkan oleh penyelewengan yang 

dilakukan menajemen, karyawan, maupun pemilik (pemerintah pusat atau 

pemerintah daerah). Pertanyaan yang timbul adalah mengapa hal itu tidak 

terdeteksi oleh SPI ? Ketidakmampuan SPI untuk mendeteksi, 

mencegah, dan mengurangi penyelewengan menunjukkan kelemahan 

fungsi SPI dalam melaksanakan tugasnya. Selain disebabkan faktor 

manusianya yang meliputi ketidakberanian, ketidak mampuan, atau 

malah ikut keda sama, penulis memandang bahwa pelaksanaan fungsi 

audit yang tidak memperhatikan kondisi perusahaan akan menyebabakan 

tumpulnya hasil pemeriksaan SPI. Pada umunya, SPI melakukan 

pemeriksaan berdasarkan pedoman pemeriksaan yang disusun khusus 

untuk organisasinya. Dalam pedoman pemeriksaan itu, tekanan audit 

adalah pada ketertiban dan kepatuhan (2K) terhadap ketentuan­

ketentuan yang berlaku. Akan tetapi, penilaian kepatuhan ini hanya 

didasarkan pada legal document, bukan pada substansi yang dikandung 

oleh dokumen itu. Pemeriksaan seperti ini hanya dapat dilakukan bila 

terdapat pengendalian internal yang baik yang dapat mencegah timbulnya 

dokumen legal yang palsu (aspal). Oleh karena itu, kesalahan utama SPI 

selama ini adalah melakukan audit 2K dalam kondisi tidak adanya 

pengendalian internal yang baik. Untuk mengatasi hal ini dapat dilakukan 

dengan mengubah audit 2K menjadi audit 3E (economy, efficiency, dan 

effect ivelles.l) . 

Dalam upaya untuk meningkatkan kemampuan auditor internal diperlukan 

kebebasan atau independensi dari audit internal. K.H Spancer Tickett (2000) 
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mengemukakan untuk meningkatkan independensi audit internal bila dipenuhi 

persyaratan yaitu : 

Top reporting line, 
High audit status, 
Access to top 
management, 
an audit committee. 

Assessing Audit Independence 

Qualified staff, 
training & 
development, 
performance 
largets, code 
of ethics. 

Risk 
assessment, 
completed plans, 
executive support 
for plans, resultant 
Report & follow-up. 

Audit Manual, 
MIS, 
management 
res pons is 
required, 
quality 
assurance. 

Salah satu aspek dari independensi audit internal adalah kemampuan 

auditor internal itu sendiri disamping efekiifnya audit komite. Dalam hal ini 

kualifikasi auditor internal merupakan salah satu penyebab mengapa auditor 

internal di Indonesia pacta umumnya belum mampu menguji dan mengevaluasi 

kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian internal organisasi. 

Kondisi di atas diperkuat dengan hasil penelitian antara lain: 

3. Leaders (Directors of Internal Auditmg) are more succse.',jul when they strike 
a balance among interpersonal relationship, personel quantities, professional 
qualifications, and managemenl techniques (Paul, Steven, Glenn, IIA, 
Research Foundation, 1983). 

b. /vim7)' companies, the goa! was 10 shifi from an {Judlt onelltarlOn at 90 % 
detectIOn /0 % preventlOn m 1992. to 30 % detec/ion· 70 % prevention in 
1997 (Mark L Frigo, lIA, research Foundation, 1998) 
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c. Ziegenfuss yang kesimpulan penelitiannya antara lain : Measuring 
Performance: A new research study indentifies the top jive performance 
measures for evaluating internal audit department effectiveness " (a) staff 
experience; (b) auditing viewed by the audit committee; (c) management 
expectations of internal auditing; (d) percentage of audit recommendations 
implemented; and (e) auditor education levels. (Journal IIA, February 2000). 

Yayasan Pendidikan Internal Audit ( YPIA ) yang didirikan tanggal 17 April 

1995 telah berusaha menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi para 

auditor internal di Indonesia untuk menuju Certified Internal Auditor yang 

bersifat nasional dengan mengacu dan menggunakan model dari IIA (Institute of 

Internal Auditors) yang berpusat di Florida, Amerika Serikat. 

Hasil pendidikan YPIA setelah dinilai, diuji dan dianggap mampu oleh Dewan 

Sertifikasi QIA, para alumni YPIA diberi sertifikat QIA beserta nom or 

registemya ITA Indonesia Chapter, FKSPI BUMNIBUMD, YPIA, Dewan 

Sertifikasi QIA, dan PAIl mendorong para pemegang QIA di Indonsia untuk 

mendapatkan sertifikat bertaraf internasional yaitu Certified Internal Auditor 

(CIA) yang penyelenggaraan ujiannya oleh IIA. 

Para pendiri YPIA berpendapat, untuk memenuhi kebutuhan QIA Indonesia 

perJu adanya lembaga pendidikan dan latihan. Langkah ini meniru negara-negara 

lain dalam meningkatkan kualitas auditor internal. 



Yayasan Pendidikan Internal Audit 
Graha Sucofindo 

Jalan Raya Pasar Minggu kay. 34 Lt. 3, Jakarta 12780 
Telp. (021) 7985555, 7983666, Ext. 1551 Fax. (021) 7986666 
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Sejak YPIA berdiri pada tanggal 17 April 1995 telah melakukan kegiatan 

pendidikan dan pelatihan sebagai berikut: 

(1) Jumlah organisasi yang telah mengirimkan stafnya ke YPIA sampai akhir 

tahun 2000 : 

Badan Usaha Milik Negara 81 perusahaan 

Badan Usaha MilikDaerah 12 pcrusahaan 

Badan Usaha Milik Swasta 13 perusahaan 

Lembaga Lain lembaga 

Jumlah 107 organisasi : 

(2) Jumlah orang yang telah 111endapatk~n Sertifikat Qualified Internal Auditor 

(QIA) sampai dengan ald1ir tahun 2000 adalah : 

Badan Usaha Milik Negara 

Badan Usaha Milik Daerah 

Badan Usaha Milik Swasta 

Lcmbaga lainnya 

JUl'1lah 

: 886 

16 

38 

: 941 

--

lkberapa perusahaan ( Bank l'emcrintah dan Swasla 

orang 

orang 

orang 

orang 

orang 

ban yak yang 

melakukan pcblihan anlara lain 

Pcriksa Lampiran. 

13DN, BCA, BRI, BJ, dan PT. ASTRA. 
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7. Kesimpulan 

a. Tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) dengan 

prinsip fairness, transparancy, accountability, dan responsibility 

merupakan tuntutan dan keharusan yang tidak mungkin dihindari 

b. Fakia menunjukkan bahwa teljadinya ketidakberesan dalam mengelola 

organisasi ban yak disebabkan oleh pimpinan organisasi itu sendiri yang 

tidak mampu meningkatkan dan menjaga pengendalian internal dengan 

baik 

C. Pendekatan audit dari auditor internal harus mengarah ke paradigma baru 

yaitu control risk self assessment ( CRSA ) agar dapat memberikan nilai 

tam bah dan meninggalkan cara-cara yang konvensional selama ini 

d. Independensi dari audit internal merupakan salah satu syarat agar auditor 

internal dapat memberikan kontribusinya dalam mewujudkan good 

corporate governance. Belum tercapainya tingkat independensi audit 

internal disebabkan an tara lain banyak auditor internal belum memenuhi 

kualifikasi sebagai auditor internal yang profesional. 

e Laporan audit internal ditandatangani oleh auditor internal yang 

bersertifikasi ( Certified Interna! Auditor). 
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AIlSTRACT 

l<co:nl eXfJl!rUcllce ill,JUXJle dUll il 1.1'11 'I ;l!lliclenl.!(Jr 'dwlilgl'lIleni 111.1110 reo' Oli h'M ej)icien: is Ihe I'mce",' ojmallagillg 
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K.}~l'ords: GCG, Gee principles, organizatioll ",llUre, appllmli(}11 ill b./onesin 

I'ENDAllUUJAN 

Sulit diplD1gkiri, selama sepuluh tahun tcri;Jdl1r 
In~ istilah Good Corporole Governance (GCG) k,an 
popuJer, Tak ~al1ya PJpuler, istilah tersebut juga 
dltemlXlciUlll di PJsisi terllonnat Pertillll3, GCG 
Illp.rupakan salah salu k1.UlCi sukses pcrusahaan I U Iluk 
tllmbuh dan menguntungkan dalum jangka pa1~ung, 
sl'l;a] iglls memenungbn persaingan bisn:,s glubal, 
Kcdlla, klisis ckonomi di kaWu,<;an Asia dan Aillclika 
Latin yang diyakiru muncul karena kega'6a\an 
penerapan GCG (Darun, 2(05) 

Pada tallW) 1999, kita meluJat negara-ncgara cil 
:\sla Timur yang >ama·>ama terkena krisis rqulai 
tnengalaml pernulihan. keCluil IndoneSia IIams 
dtpahami bahwa kompetJsi global bukan kOlTlpetlsi 
'lntamcgara, melainkan an!arl;orporat d I r.egara­
negara tersebLu, Judi menang atau kalal'L menan!,; utau 
rerpllJ:uk, puhh atall relap terpunu.awa perekon01man 
satu negarn berganrung pada korporal masing-masing 
(t\toeljono, 2(05) 

Pernahaman tersebut membuka wawasan bahwa 
korporat kita belum dikelola secarn benar. na\am 

bCllulSJ khuslIs, kOf}"xJr..lt kita bclwll m~nj<Jlankan 

gOl'cmansi (Moelj(Jl>CI), Survey dati Bo0z-Alien di 
Asia Timur pada tiI.'1lli1 199B weaunjukkan bahwa 
Indonesia memiliki mdeks coryorole governance 
lXllillg rendah deogaa skor 2,88 j:u:h di bawah Singa­
\lura (8,93), Malaysia (7,72) dan Thailand (4,89). 
Rcnrl;hnya kualil'1s GCG brpxasi-korp0rasi di 
Indorv~ia dttengarr.i menjadi kCjalu!;an perusalJaall­
pCf1Is.:dw,'!l1 terse but ' 

KonsulllIl maIl1j':mm McKinsey & Co, melulul 
penelitinn pada tailljn yang sama, 1l1enemukan bahwa 
seb;lgirul bes<1T n;lai pasar pefllSc'lh<Jan-pemsahaan 
Indonesia yang tercatat di pao;;JJ' modal (sebelllJl1 
\crisis! temy2.la Ol"erl'G/{Ied Dil:emukakan bahwa 
sd,itar 9'J% nilai pa:,ar perusaha,lll pllblik ditentukan 
olch wowllI eXI'I'('latiol1 elm sisanva I (1'/0 bani 
dite:ltuJ...an oleh ['{Im:III ';W1 1111g SlreW/i Sebae1, 
pembarldmg. 111131 dari rxn.lsahaall pliblik yru'lg 5(;1';,. 
J, nel.\ara lIl:JjU dilentukan dengan komposlsl 311', 
clari i-,'1vH,th expe;:(Cllio/l dan 7\1/, dOli mrrvnt eamill,t; 

slrcam, yang merupakan kinerja sebenamya (bTl 

korporasi Jadi, selY.:r.amya te:-dar;('t ''ketidakjujuran'' 
dalam pennainan Ji pasar modal yang kemlli1gkinan 

JunL'\an Ekonoml 'Innajemt'ti. Fokl;/f{j'" l:kc;lIomi (In;,'(!rs;!(/.,'i Krj,~/en P,'lrcl 
hllP: "WWIf.pel ''',(lC, iel -PlIs/ilj(lllrna/,. di'php> Deparlme"il D" MAN 
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clIla\;ukan arau diatllf oleh plhak yang s;,ng;lt 
Qlw1tungkan oleh kondisi tersebut 

Perl13tian terlmlap corporate gOl'f'71{II1Ce tel­
utama juga dipicu oleh skalldal spektakuler sepc!1;. 
Enroll, \VorlclcoI1l, Tyeo, London & COlmnOJlWCalul. 
Poly Peck, Maxwell, dan lam-lam KenUltuL2'l 
j!Cm2haan-perllsahaan publlk t~l-:;ebut dlkarcnMl 
Okll Kcgagalan SUlItCgl 1llClUlllill praktck clirang d'lll 
11I;UlllJcrncn pllllwk yang bedanlY'ung tilnpa tcrJcte'"sl 
da\:Ln w~\h1U yang CUkiq1 lama karena \emahr.y~' 

\UI:c,:lwaS;U1 yWIg IIldqxndm olel! corport/te boa"i, 

l'ENGER1IAN DAN KONSEl' DASAR 

Dua leori utarna yang terkaJt dengan carport/Ie 

gOl'i'mance adalah stewardship theory dan agency 
theory (OUrL'1,2CXYJ, Shaw,2(03), SIc'wardship then,)' 
dib,mglUl di atas asumsi filosons mcngenai s.f at 
maillisia yakni lxlhwa marmsia pada hakckatnya dara! 
di!Y1caya, mampu lx-nindak dengan penuh ~ung 
ja\\~ili, memiliki int~tas dan kejujuran \erh~p 
pillA lain. lnilah yang tmirat cWam hubtmga, 
/idush yang dikehenc!aki para pemegang sahi\rn_ 
Dengan kata lain, stewardship theolJ' mcmandang 
manaien,en sebagai dapat dipercaya I.llltUk bertindak 
dcngan stbaik-baiknya bagi kepv,1tinsan pubEk 
maup,mSlakeholder. 

Scmcntara itu, age/lCJ' theory yang dikernbanfj­
kan oIel! Michael johnson, mcmandmg tul1Wd 

rn'_1.3Jemen perusahaan sebagai "agents" bagi para 
pel;lL~ang sahmn, akan ocrtindak dcrl£aIl pel1l!h 
kesadaran bag; kepentingannya selJdui, bukan sebagai 
pihak yang arif d3n bijaks31l3 serta ~iI tCdl3lbp 
pcr:Jcg3ng saham. 

Dalam peckembangan selanjutnya, agencY Iheory 
mendapat respon iebih 1tl3S buena dJpallck'U'g lcbill 
mC'lcenninkan kcnyataan yaJ1g ada Berbagai perni­
kiran mengenai cO/poraie govemance berkembang 
dengan bertumpu pada agency theory di marla 
pel'gelolaan dilakukan dengan penuh kep<duban 
kepadJ berbagai p.;raturan dan ketentuan yang 
berlah'U 

Good cO/paIUte g()\'f~l11allce (GCG) 5e\:Rfd 

defuitlf merupakan sistem yang mengatur dall 
rnengendalikan perusahaan yang mcnciptakan nilai 
tal1l\),o,!l (value added) w1tuk senllla stokeilol,,'er 
(l\.[onks,2003). Ada dua hal yang ditekankan daJam 
kor,sep ini, perull11a penlingnya hak pcmegan:,; 
sahlin lUltuk memperoleh infomla,i dengan ber~ar 
dan tepa! pada wa!..1unya dan, kedua kewaliban 
perusaha.'Ul lumJk 1111'Ialaikan p::ngllllgbp.~lIl 

l dlJcirAf!/I'(,) seeara akurat tepat wa!.l1l transparan 
:erludap semlla infonnasi kinerja penlSahl3ll, 
,epemilikan, dan stakeholder. 

2003, StlllW, 2003) yaitu jrtil'llm, rransJXlrellC)', 

acco/iII!abilJty, dan rcsjJoIIsibJlilY. K t!empat kompo­
nen tcrSC1)llt pClltin~ xxena penerapaJ1 prinsip gcod 
c{J/j.'oll/te governance ~..3ra Konsl,icn terbuktJ daf:>11 
llle!1lngKfitkan kualJtas I apoTaI I kClkUlgaIl dw1 Hlga 
(\]1'"t rT,ciljUdi pcng,lk"r"11)at akUYlIas rckaya5<J kinclJa 
ya1ls m(,>1[;akibatkan iajl':)ran \;Clk'1n!o?Jl tiM meng­
t~Ullhlll(,Ulnilm flUld;u'lent,~ 1lC11Ioalll',ul 

K(};l~p good CO'll(}fYlIe g()l'erlulll.'~ lxmr po;:lIiler 
dJ ASI'c, Konsep ini rei21if ber)leJ'lbang 5CJ;ik t31llUl 
1<»)0;1/1 I(OJ:scp goud C(!/TAJml, !!(!l'~I7JL1I1Ce b<U'1I 
cl;f;clUi ill inggns pad,1 tahllI1 J 99::; Negara-ncgara 
maJI; yllllg tr:rgabullg clalam kriOl1lpok OEeD 
(kclom)x)f; Negara-negara rnaJu d, t:mpa Barar dan 
Amenku Utara) rnempraktikkan pacbl2hun 1m. 

PIUNSl1'-l'mNSIP Gee 

S':0lfa umlun tt"Jdc;pat lima plinsip dasar eLm 
g(X)(/ corpoltlte gOVefllCllce yaitu: 
\. Trrmsparency (keterouk= infurrnasi), yaitu 

kcterhikaan da1am mddks'l!1akJr, proses pengarn­
bilan keputllSan 03.'1 keterbukaall daJam menge­
lIlukakan infonnasl materiil dw1 relevan mcngenai 
perus:maarL 

2. Accoulltability (aKllntabilitas), y'litu k~e\asaq 
flUlgsi, Ssuktur, si,t~lll, dan perun:ggungjawaban 
orgm pemsahaan sching[;a pengdoban penGaha­
:m terbksana s!X<lfa efektif 

3. Res/J{JI[,ibiIiIY (peltanggllllgjawaha,l), yaitu lese­
SI~11ll!1 (kepatuhan) di dalaIn p'~rlgclohU1 p2rusa­
haan leriladap prinslP kotporasi y:mg sehat serta 
PC1:'tlU1U1 penu1c1allgan yang Lerl<t\.::u 

4, Independency (kemNldirian), y'll'_ll suatu kead&'U1 
c1nnarlll pcn&iWlll dikelola seCl1m profesional 
tarllXl Uenturan kqxntingan dan pengNulvtekanan 
drui pil13l< marl3jemen yang tidak 5e:>11Ji dengan 
peraturan dan perundangan-undal'gan yang ber­
laku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. 

5, Fa/mess (kesetaraan da kewajara'!), yaitu pedaku­
dl1 yang adil daIl setara di daJ8m ntemenuhi hak­
Irak stake/wider Yru1g timbul berdasillkan perjanji­
an serta pcrnturan penu1dangan yailg berbku. 

Escnsr dari col7YNt:re Kill 'efllallce ~dalah pening­
bWJl kmct)a pCnlS<'llW1 melallll sapervisi atau 
remalltll!.'Ul kinerja m;majemen dan adanya ak-unt3-
bi\ilas illH1l31emcn te.-hadap pemangku kepentmgan 
\alJlllva h:~rda>;arkan kernngka aturan Jan peraturan 
\ang \l('lJabl 

Ada empat komponen utama yang diperlukan 
:\akm Konsep Rood wrporate gOl,(,l71allce, (K~ll 

L\IIAI'-TAilA I' rENER<\I'.U~ GeG 

Dabrn pe\aksanaan JY!l1erapan GCG di penlSa­
haN1 adalch pentmg bagi pemsahaan untuk melaku-

JurI/san Ekonomi AfClnajenrcn, F<J:"::dfd.\ ,.).:lll)(HT)J l !!JI\'t',,\:I;:S Kns/t'/; J"'lru 
hH/I:!/Wh'w.Pftr17.nc.id -nll.fl/li JOHn!.I/' fIr /lh/l·")"fJ!II·II""",fI~ ,\'"'' 



kan pcntahap;m yang cennal llCrci.L'X'Jb.n allelEslS al<lS 

sllliaSI dan Kond,sl pcrus-.lllJJn, dan tu.gkal kcs,ap3n­
nya, :;e\imgga penerap,m GCG dara: bCl]al3ll lancaf 
clan rGendapatkan dub.mgan dan s'",I'ruil IUlsur ell 
dalill1l pemsahaan. 

Pada 1lll1Umnya perUS;Ul<k1[rr.cnsilhlan 'lane' 
te13h lx--rhasll ci.llam mcnerap\;zU1 CiCG lllC;~llll,Lm 
per,l.ahap,',n l-.crikut (Chinn, 200,), Sha\',,:?CXn) 

Tahap I'crs"lp"II 

Tah;\p Il\( {cld"l aillS 1 LlJ1)2Lill \\{;III\;\ 1) 
(/'''''1:11<,,,-1 iWi/,hng, 2) (3CG ms(',mll('/JI, eLm :,) (i('(, 
/Il:IIWO} ImlhiIl1g. AllilTl'lk'S,\ h1ilhh'Ig Illcllll'abn 

ladgkah I\Wa)lllllllk lllClnlxlIlglUl kcs",d,uan lllCllgcllai 
luti r:ec[mg (i~-G dlUl komiuncil lx::rsama datum 
penerapannya Upaya mi dapat dllakubn dcngan 
memlilta ballluan tenaga ahli independea dari Ilia! 
perusal1&3fl Bmtuk kegiatan <lapa!: dilakukan mdalui 
seminar, lokakarya, dari disJ.al':i kelompok 

GCG A'iS essme /11 merupakan up;;ya lllltuk 
mengul-.m olBu lebih tepatnya mernetakm koodisi 
perusahaan dalam penetapan GCG sam nu Langkal, 
in1 perlu guna rnernastikan titik awcl level pencrapan 
GCG dan Imtuk mer-.gidentifihsi langY:in-hmgkah 
yang tepa!: guna rnempersiapkan infrastrul<tUf dan 
struktur perusahaan yang kondusif bagi penerapan 
GCG =ra e.fektif Dengan kala lcin, GCG 
assessmeru dibutuhkan ulltuk mengide:rtifikasi aspeK­
aspd: apa yang perIn rnendapatkan perhatWll teilcbih 
dahul\!, dan langkah-langkah upa yang dapai diambil 
lmtuk mewlI\l!dkannya 

GCG IllQnual bliliding, adalah langkah belikut 
setelah GCG assessmell[ di1akukar~, Berdasarkan hast1 
pemetaat\ tillgkat kesiapan pL'1Usahaan (kn ll\Xlya 
identifikasi priO!l\as penerapannya, penyuslUlJl1 
f1Iamm/ atau pcdoms..rl irnplementasi GCG dapat 
disllS\lrl PenYlL~Unan manila! dapat dilal·:lIkan dcngan 
oantuan tennga ahli indt..1Je!1Cen dari luar pentsahaan. 
Manual ini clapat dibedakan antara lIlanual lmtuk 
o~gan-organ peru:;ahaan da., manllal untuk hselll­
rulun anggota perusa11aal1, mencah.-up reroaga: as?Ck 
seperti 
n Kebijakan GCG p<."I'llsahaan 
n P;:doolan GCG bag\ organ-organ perusahaar. 
n P edcman peril akll 

n Alldlt COlllmifee cilw1cr 

n Kcb\Jakan diSc!OSIIIV dan trulSpara!1S1 

[\ KeblJakan dan kerangka manaJemen resi~o 
[I Rextdmap irnplememasi 

Tahap !mplemcllUisi 

3 

\lCl\,sall;>3n lahap iill tmlll1 alaS 3 lant;halt utJin~ 
yakIli 
1. SQsidli:;as( dJperliJX3n \unuk memre: k~11alkan 

kepad:J >eluruh rx:nl;:<)Jaan ocrbag31 aspek Yill,g 
!erkan &:ngan implcr,lmtasl CiCCj \..husU:;\l) ',I 

mellg~;\~u poJomlul 0-"!1c'f3j)~Ul l.1ll i Uf'IVII 

soslah:,[l.SI relu dilJi.;, tkill\ dengan "ml'l liln 
khllsus vallg dltlCl 1Il * ultuk Itn, langsullt; iXTaJa 
ell bawair rx:rJgclWas.m direktur utama atall sallill 
.51'lll dllrktuf )'Ililt; (llt1U1Jltk SChag3.1 GCG 
ciJampJoJl dl l'lCnlS<Jhl1:ll' 

2 \\l1pl~nWllla';i, yaltll kq;lo'lul yang dllakuklJll 
S<;Fual\ ilix\t;an pedomllil GCG yang ada herdasar 
/1Jddmap yang tclah diillStt;1 lmp\emcnt:\sl hanlS 
bcrsifat :ufJ dOlIll upjJ!tXICh yang meiJbatkan 
dewan kor:Usar1s dart direksi pmJS<ihaan lmple­
menta:; i hendaknya '1lc:ncakup pula upay a 
mamjCP.Ie.'l perubahan (dJange management) 
gma l1lengawal plO= pembahan yang ditimbul­
lam oleh ill1plementasl GCG. 

3. Lltemali~i, yaitu ia.'1;;p jangka panJang dalam 
inlpJemer.rui. InternallsaJi mencakup upaya­
upaya lm\uk rnemperkenalkan GCG eli dcJam 
seluruh proses blsniS perusa!= kerja, dan 
berbagai pe:aturan peru~ah::tan Dcngm upaya ini 
clapat dipastikan lxlllwa ~erapan GCG bukan 
sekedar rupennukam <\!aU sekedar suatu 
kepatuhan y'1l1g bersifat s,lpeljidai, tetapi berlaf­
bcrw \elc(:lmin cialalll sellll'l.Jh aktiviws 
pcrusahaan. 

Tahap Evalua~i 

1 

1 

Tah,'lp ev"luasi adalJh ("hap yang perlu dilaku­
k"ll seeara terat\lr dari w"hu ke waktu untllk 
menguk\1r sejauh mana cfektivitas lX"1ICrapan GeG 
telah &\ab.\Iv'1f1. dengal1 me:ninta pihak independen 
melakukan audit i;:nplementasi dan scun'ng ntas 
praktik (,CG ynng ada Terdapat banyak perusahaan 
konsultan yang @pal memberi.xan jasa audit yang 
dem ikian, d1J1 Ci fndonesia ada beherapa perusahaan 
ya'lg me\ak1Jl<an ~oring. EYaluasi d!<Jam bentuk 
arsessmenr, alldit atau SCurlll?, juga d:lpat dilakukan 
St'Cafa manialUry rTllsalny<>. scp:rti yang ruterapkan di 
ImgkllnganBUMN EV3ltmi dapal membantu 
perusahaan me;r,etilkan kembah kondisi dan situasi 
seITh capaian peru£ahaan dalan, lmr;!emen\a!,1 GCG 
sehlllt!£<1 dapat ml:ngupayakan fA."'1'baikan-pertxl.ikan 
yall~ perlu berc\asnri:an rekomcnCasl yang dlberikan. 

BUDAY.-\. ORGAl'-lSASI 

1 

Setelah perusahaan memiliki GCG mar.ual, 
bng)cah selanjutnya adalall memulai implemcntasi & 

wporan Woritl Comperill\'('l1('SS Repon yang 
dirilts pada bulan IIki 2005 memuljukkan, dari (:I.) 

negara yang disurvei, lndonesia bernda pude rmgking 
59, Fakta ini menunjukkan bahwa Indonesia sebagai 

JllnU(J11 Ekonotr'i Mal1Cljemen, Fakllilas EkonufYli .~ Vl1i\'~r.'iill1S /(rislell P'!irll 

hllp.' .lwww.pelra.ac.idi-pIiSIi Iljo:lrIw/ sl dir.php! Departmem I V -. MA N 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 



/ 
/----
-I 

OI[l,mi:;;\sl Neg;\r,\ bang>;! mCll1crlukw, bldJ\a orr:;l-
1ll5;.1.Sl 

Burtaya pcrusahaan mClupz,};Wl kon:;cp bam )2'lg 

bClkembang dan Ilmu lllaJlajemen tim llmu pSlko!sgi 
ll)..1UStn dan organiScl.si (MoelJono,200S). Bidang­
blcl2J1g ilmu tersebu! Il1cncoba leblh dalam mcngl~)as 
pCll2,gunaan konsep-konsep bud.aya (Llam lU:1U 
JnJfWJcmen dan org;:ullSasi dengan tUjl;"J, :TlelUn~kat­
k;Ul kl'lerja orgarmasl KOllSCP budaya pcrnsalnul 
Illl'114Xikan pllkemballgan lcblli laJljUt ctm III'lll 
IllJlliljemCIl dan orgru\l:;asl 

M;m3lcmcn seoogal S<.'.ollah dislpilll OWU la:llI 
; lild.] ;l\'/al alxld IkbJl' kcdlla atau a\..lm dcL:llk 
pcIt<lma abad ke-20. Dalam jXfkcrnbangrumya S3:11-
pal saiJl illl, banyak [X'nc\ckatan dan konsqJ 
JI1;ULlJCl1lCIl yCUlg dllaw-Jlkan oleh pakar maIlaJClllCl1 

Pada Ela I<!Slonal :xuntlfik, 25 whun pCr1llna 
(\ 01 0-1935) elipakai \U1tuk menentuLan awu 
I11(]',emuK:an strukrur organisasi aLill struktur kr1Ja 
yilllg eflslen 1ni adalah eranya Frederick Taylor ctul 
He,]chy FayoL Dua Pllluh tahun lm;utnya (1 jj5-

1055) para pemilur dan praktisi manajemen mcnMI 
mCI:er:lpkan model-model matcmatik atau cara-C<lfa 

ar1al isIS kuantital1f \U1tuk meningkatkan pruduktJVitlS 
dl teTllp,U ke~a Ini adalah masa tlnnb.1l1Ilya mcxl~L 
mode! ~tirnasi dalana bidang o[Xralion research. 
Lima bela> tah\ll1 berik'Utnya (1955-1970) pemikir 
manajeme:n mencoba menerapkan earn berpihr 
SlstClll dalam bidang manajcmcn Pada sa<Jt llu, 
bCfvikir cistcm a1au pcndckatan slstcm acialah topti< 
f,embicaraan yang hangat ch an\3ra orang-Ofal13 
maI la JCIll en. 

Era hlantJlalif-lnunanistik dimulai dcngan 
dl!J<..'fkenalkannya pendekatan berplkir stratcgik dalam 
man'\Jcmcn Strategi korporat, str<ltegi bisnis, 
pcrcnc.ana:rn strategik, analisis S\VOT adalah topik 
perl\)icanaan yang elianggap mutakhir antara !aluU1 
1970-1980. Sesudah itu para pemikir manajemen 
masllk ke dalam bidang yang lebill lunak lagi, yaitu 
budaya ~'l Pakar manaj,::men b.:rbi<:ara dan 
me'1eliti tentang pentingnya tata-nilai yang menjadi 
mti blldaya perusahaan dalam mmentukan kincrj;J 
perusahaarl 

Se:sudah nu pala lahUI1 \ 980-1985. para pakar 
dan remikir manaJemen memasukKan manajemen 
ll)0vasi sebagai salah satu baglan dan dlslplm 
manaJcrnen. MenJelang tahlln 2OCO-an, para pakar 
l1lamjemen,berbicam tcntang Ofg311lsasl belaJdL 
mdJ1a,lemen pengetahuan, manajemcn perubahan, dan 
f11exial-maya (vlm13l-capnal) 

Dengan masuh'TlYa konsep budaya orgamsasi, 
I~l31]ilJemen movasi. dan Ofganisasl b.:\a.lar. organlsasi 
dlpandung sebagai makhluk hidup alau komlIDrtas. 
OrgaIllsasi sebagai mesin melabmakan tujuan yang 

Iclall dltdapkJn oleh )leranC3I161~ya. scc\anl;kall 
org.llllJiISI scbag,u makbluk hldl~) atac! komwllllS 
1~1l1Iet?pkarl dan m~mlllkl tUJUJll sendiri Cara 
rxmcia:lg orgaI\lsasi xbagai kUIn'cLlitas membawa 
pc:-uba1lan besar chhm earn pandaJ,g mengenai peran 
c\;m \,x)S'si manusi1 Cal:ml organ is.-15 I 

PENERAI'Ai'l GeG DI INeONESIA 

KIISIS ekonorni Y;U1g mcngli:uJam ASia telah 
tx:rlalu ;ebih dari dtcbran tahW1. hll:;is ini temvata 
l.'c:l,lu,lpak luas tC1rt,llna el31ilill 11l~IUl1tokkan rCLllfl­
rc:!.IIll rditlk yarlg l>erlmlS3 ell KOlca Scbl<l!~ 

'n131\c,nd, (k1Il lndone:;ia. Kctiga NegaIa yang diawal 
ta\'IUl J990-an dipar:dallg sebagai "dle Asian tiger", 
kUllS ll1cngakui 'oohwa por;±L>i ekunDm i rnert:ka 
rlpul~ J'arl~ pacla lli;himya merllil10ah pada kriSIS 
polillk 

Sctdah delapan IallLUl, sejak krisis tersebut 
mclalJc\a, kita sckaraqg dapat melJut perrumbuhJl1 
kembali Negara-negnra yarcg anaat tcrpukul oleh krisis 
terscbut. Korea Scl:ll:ar1 yCllg p(mah terjangkil 
kCJilllala;l frrwncia! yor,g melibalkan para ek..<ekutif 
PWlcaX perusahaan-p,..'n.'sahaan blllP.-chip, kini tebh 
pulih. FerKembangan yang sarna juga terlihat dengarl 
TIJailanu maupun Ncgam-negara ASEAN lainnya 

Bagaim'llla dengan InJOflesia? Era pascakris~ 
elitandai dengarl gonc'lr'~an ckonom •. berkelanjutm. 
Mulai .i'Ii restrukturisasi scktor perlx,r,kan, pelelarJ8-
an ~C: para kooglomerat, yang bt:rak:Jbat pada 
penUl1[f13l] ikErn berusaha (Bakrie, 2(03) 

\\.aJI'Ul yarlg dilakukan oleh Aslarl Dcvdopme'lt 
B.1Ilk (flDB) rnen'IDjukkan tebcrana faber y8ng 
lllCmOC'l kontribusi paGa hisls eli Inctone:sia Penama, 
lon sentrasi kcpem il i\'un retusal k4:Il yang tln£Ei, 
keJlkO, tidak efektifnya fungsi pellgawasan de~ 
komisaris, keuga; incfisiensi dan rendalmya tram­
parami :flet1genai prosedur pengendzlian merger dan 
a};uisisi perusahaan; keempat, terlaiu tingginya 
~;etergantlli1gan pada \XIldanaan Fksternal; dan 
kelima, ketidak memadainya pengawnan oleh para 
kredilor 

Tantangan terkini y3l1g dihaJcPl masih bclum 
clioahammya sccara hll's prinsip-prlllS"p dan pra1-1ek 
good cor{xlrale gCl'enwnce oleh ku:nWlllas bisni3 
dan publik pada um\unnya (Dar,iri, 20'S) Akhimva 
kOllllUr,l<l, lIltenlasioml llla5lh llle'l';~llPatkall Indo· 
l1cs~a p,,~.l unal1l1 baW2jl rc.ling llllpkmen~as, GCG 
sebagannana di\akukan oleh Standcrd &. Poor. eLSA. 
PncewatlrllOllse Cooper:;. Jljcxxly's \1organ, ,'.I1d 
Cal per' .) 

Kajian Pri(',cwateroollse Cooper~ yung dimuat di 
dalam JlqXJl1 on lr.sti!I.1ional inveslor SlInry (2002) 
rncnElllpstkan Indonesia di lIrutan paling bawah 

Jllnlsan /<..'kon()mi Manqiemen, Fnku/ICIS Ekonomi - Univer.sitos Kri.r:len Pet(Q 
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bn03lna China clan Indlo d~ngan nllal 1,% lllltuk 
ll'aJl5pwJl1S1 dan k,"terDukaan. JikJl illl1hat dan 
ketersedJa;Jj] 1I1'iQlOf lUltlik mem~n prem:Ulll 

l~l11aJap hdfga saham pelUsah3aIl ~)ublJk ill IndonesJa, 
hlSJi Sln-vel' talllUl ::'002 menurlJukkan kernapl<ll 
1:llnn,lll1gkan In)ll slInc") tahlln 2CUl Pada IXlllll 
21\)0 11l\'CSlclf bcr:'L\iI3 Illclllbay,l[ j,ClllllJlll ~ /%, 
s,\bJl~ ell talUill le02 hlmya l-crseD13 membayar 2S~o 
Si I': ,l 1 leJ Hll lnClIlllljllkklUl pcrscpsl ll1\CSIOr In\;;lCiap 
rcslKo ticIak dlj3ilmkannya GCG, mcnpJl IebJil lAllK. 
S,'~ar,l keseiluuhlUI 1111111111 kT.l(as masih dilCllljlali 
ukll S 1l1glljl\U<1 ,b IglUl skur 3,62, lviaJayslll ,elu 1 

·Iililiialld fllC1Klllll;11 skor 2,62 (LUI 2, J 9. 

~'abcl 1. Corporute GOl'eT/lal/ce ill Asia (2()()4) 
Conti.'1uittg Under Performance 

Ruks& Ellion:o- Pditi.c:J. 1GMl' CG Crun")' C.-J.U1:.!) 

Rel?ULuui- m • .lll &np:Lt ~" (11l1ure =<c !illR 

rn 15~'G 25~i k){y 2(Jl,,, 20% ~ro; :/,.)(J3 

Stn~ 1.9 6j 8.1 9j l.8 1~ 7.;--

! hJl£io'8 (,6 58 7.5 90 46 &1 iiG 
!nJia 66 l8 63 1.5 lO 61 6" 
"-\D.L)'~J 11 5.0 lO 90 4.6 60 55 
Kaca 61 5.0 5.0 80 l.O l.8 5j 
Tai\l.till 63 4.6 63 1.0 3j lj lo 
Tra:J.i!UIld 61 38 5.0 85 35 53 .6 
Phil l.pPr.c> l£ 3.1 5.0 8j 3.1 5.0 17 
CJ-.:rw 5":3 .2 lO 1j 23 4.8 n 
L.-... J).lesia 53 21 3.8 6.0 2.1 • .0 3: 
SCll",e: CLS.". Asia-Pxific Martets, Asian ~tc WH:mar,," 
,~':"""'ciGC'l 

l~lll<ll<Ul Iml;u 1g (jel; ukh eLSA (2e03), 
ll1Cl1tllljlalkan J ndl)JICS~1 di !lIllian IClbawall d~llb'lll 

skor \,5 llntllk mllsawh \),;ncga!;an hukulll, 2,5 lUltllk 
111 '~kanisme institllsional dan budcya corpOtUle 
gOl'enUlI1ce, dan clengan total 3,2. Meskipun skor 
Indonesia di tahun 2004 lebill baik dibandingkan 
dcngan 2003, kenyataannya, Indonesia masih \f>t1jl 

l'iel"dda dl lmltan (erbawah di antara Negara-ne',l,ard 
Asia Fak.1or-fak.1or perryebab rendahnya kincrja 
Indonesia adalah penegakan hukurn d:lI1 bud3ya 
coJ7Jorate govemol1ce yang masih berada di !ilik 
jX!li112 rendah di antara Negara-negara lain )!ar.g 
sedang tumbuh di Asia. 

Penilaian yang dilakukan oleh eLSA dida5<utan 
pam faktor ekstemal clengan bobot ffi', dlb3nd i11g­
kan i'aktor internal yang hanya diberi oooot 4(1"0 s~:a 
Fakta ini menunJukkan bahlla implementasl GCG'ji 
Indonesia membutl.lhkan penclekatan vang kornr~­
hensifdan penegakan van\! lebih nval:a lalri. - .'.... . ..... 

1m plem entasi Gee 

T en;C;1l oengan kerangka regula,;, BJpepam bersama 
dengllil selfreglliard organiwtiuI' (SRO) " ang 
lllciL1hrrlg old] Eallk DLlnia d;m i,J)B telah meng­
J o..lllk<l1; bcbcrap proyeK C;CCJ ,cmrtJ JSX Pilot 
;llUJCu, ACORN, AS[M, dan RO:)~ Seuing cknga:, 
pwyck-pmyek ini, kcmentCliaI1 B~ Til1J'i juga Iclah 
1llcII!:'cii1bangkan k Cl angka 10l,t11k lmpierncllUlsl 
(;CG 

Dd:all1 kall<1]] (J..Jjga:l pemn (,a:l fungsl ler:;eollt, 
BAI'EI'AM d3pat Iilcmastlkan \.>ahwa bcrbaoai 
PC'~l\\ nlln uan kctClllllan yang arb, tems menc~ls 
dISCllljlllrnaka11, sert". OCI1Jag,)J pd.mgg'l[ru 1 y,Ulg 
tcrJadl aLll1 mcncbpalkin S<<l1kcl 5Csllai kctcnlu;ll1 
y,Ulg bCrlllku. 

D·::lam hal r2gui(IIOr; fr':JmeH'ork, lllltuk meng­
kaJ i peraturan pelUldillg -undaD ghl1 yang terkan 
deng3Jl korpxasi nan program rcformasi 11llktllTl, 
pacla lIrnumnya terdapat bebcrup3 capaian yang 
~erkait drngan implementasi GCG 3t'pffii diberlaku­
kaJ11l)'a undang-und:mg tcntang HaTJk !Iloon..:s\a ill 
tahllll 1998, undang-u;xiang anti K(J[upsi tal1lU1 1m, 
clan undang-undang BUMN, serta privatisasi BUMN 
tahlm 2C1J3. 

D<:mikian pula dengan proses alT13nclemrn 
undal'.g -l U1dang perseroan terDatX>, :'1l1dang -undang 
pendaf\.aran penJS;l\-.aan, scrla lDm'1g-l111dang kepa­
ilitan yang saat ini !TIasih se@ng dalam proses 
pcnyelcsaian. Dalam jX'laksanaan pmgra.'1l reformasi 
! luklU11, terdajXJt brAY!rnpa hal ~nting yang telah 
di:~rdrk3Jl, mi:;alnya pembcnlllkan pcngadilan n;aga 
yrulg dlllllJai tuum 1997 dan pemLentukan h:ulan 
all);tnisl pasar llIodal wl]lUl2001. 

lY:18:.uimya re!(Jfmasi cOt]\mlle gonmul/lce 
11l;L'ilh l1lcnyisakan h1!-ilal S1rdlcgis yru:.g harus dikajl, 
sep,;rti kcsesuaian d'n ;inkmn~i berbagai peraturan 
;x:nU1dangan yang t~i:ait DemJ6a., p'Iia yang terkait 
clengan otonorni da(,~..J1, perrnasalah:m yang timbul 
dalam kerangka regtuasi adalah pemberlakuan 
lind I!1g "undlI'.g otol'omi 0aerah yeng cendenmg 
kebabldsan tallpa ,Jii.l(uti dengan kesadaran dan 
pemaha;.nan good governance itu sendiri. 

Inisiatif di sektor S\"asta terlihal pda ak<u'{it<b 
organi:;asi-{)fgallisasi corporate gOl't:mance dalam 
ocntuk upaya--upaya sosialisasi, per.clicliJ.'.an, peJatihan, 
pCmbl~ltan mfillK, l:Jl!n(liti;m, dan advokasi. Penda­
tang bdl'll eli ,mtara organisa:;i<{)rg'll]!sasi in! adalah 
lKA.1 clan LAPP\' It:..",,! ada\ah usoslasi untuk para 
aIlgg0!li. \;(1mite audit sedangkan L\PPI (Iembaga· 
"jV(1\.;asL prOXl dan p!rlinclu!1gan investor) pada 
ci.q,'Xllll) c bcrbagi pef16alaman dalam shareholder.; 
(/dil'islIl, elengan misi lttaJila melind:.J:lgi kepemmgan 
para pe.negang ;aharr1 minoritas. 

Terdapat tiga arah agenda penerapan GCG di 
Indonesia (BP BUMN, 1999) yakn~ rnenetap\:an 
ke\.'lJai<an nasional, rnenyernpumaan kerangkll 
lla5lOnru dan rnem banglUl inisiatif sektor s~ta. 

Dillam penerapan GCG di IndoneSIa, 5c\ll[uh 
pemansku kepenting3ll tlllUt berpartisipasi. Komite 
Nasional KeblJakan (.'OIporate C;olY'rnance yang 
dtawal tahun 2005 di ulxili menjadi f:.omite. Nasional 
KcbiJkJr. vOl'cmal7ce lelah meneruitkan pedoman 

Jllnl.mn Ekonomi AllJll(J/C'mfn. r'akll}ws Fkvnmni {lnil'('rsila~ Xristen Perra 
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GCG padl bulan }'brcl 2001. Pedoman 1 mcllti \ 
kemudi3n dlSUSlll dengan penerbilan Pedornan GeG 
Ferbankcul lnduJ1cst3, PeJuman mlllk komltc audlL 
J,U] pcdomCln IlIllllk kOl1ltS<'11S 1l1depcndcII lit ullun 
20)4. Sen1ll3 jJllbiik2...st lllt c\tpancimls perlll lUl111k 
Ilicmbmkan dClklll lb!~n rnengJIl,p1emCnl'\Slbli 

(iCC, 

Se>..l:lPgkan terkalt jeng:m kel''''jlba:] untuk mem1h!'] 
.Jlleh'lr mOcjXnc.c,1, dalam slstcm III (l lIer yang kll.o 
amn. jClSUU akan 1eblh efeKClf bll3f11ano: bursa 
mel'.'1jlbbn [X:I11,>1l1'lan lUlUck 1l1 crn\ltkl komile 
1})Jl\'.llClSl dan reJlllUlcrasi. 

Dcmerullah PICl mciukllkiUl llpaya-upav3 kil,JS1G 
t\..:rg~uh~.-::ngan t,U1S'LU1 (kng3I1 KornLUlius blS11\': dahl)' 
t1l'.:nsos,ak.astka;J lLuJ Il1cn[2Ullplemcnla,lkim (lee 
lius sckior pen1ll1g yaknt !3\JMN (h I Pasa :,li,bi 
\·:1.111 tJ1clljadl l'"tlJdttdJl Ixrn~lllilah 

Aspck \l<Ull (LiLull ltllplcllLlSJ GCG tit 1tn~\; I Ull!an 
ll\ i1\!N acbbh kC\\'dJilan 11l1luk IIlC1Jll\;kt.\ldI7'/IICII~ oj 

(')17~)r(i11' II/Ie'ill (SC1) SCI palLl das;unya illLI1:lh 
k,'IlHUllcn IXlllSah,l;1I1 klhacbp pc1JlC&UIg S'UJiltll 

d,llam bentuk sllalu kontrak yang mc:nci;slIkiUl lli>da 
strdtegi dan upaya rmu'Lljcmen dan didllkung d~lgar1 
dew an komisans daJam mengelola pcrusa,"!<ran 
Tcrkalt dcngan SCI, cltreksl dlwJJlbkan untuk 
IIlCl1<Jllda tangalli apJX)IIl/IIIClIl uj:.1t:emell/s (AA) yang 
me,upakim komilmen dtreksi l1r'tuk mcmenllhi 
fmgsi-fung5i dan kC\vaJiban yang dtembannya 
lrKlikator ki!1elJa dm:ksi t('rlihat dalam OCntuk re\l'wt/ 
a'id pII!lisizllJelll .lyslell1 dengan memlifrkasl LU1±mg­
u"id3ng BUlvIN. 

P= mcxlal juga perlu menerapkar, prinsijr 
pnnsill GCG LUltuk pcrusahaan publik. lni ditUr 1Juk­
kan melalui berbagai regulasi yang dikeluarkan oleh 
Buroa Efek Jakarta (BEJ\ yang menyat'1kan bahwa 
sel,llUh pcrusahaan tercatat wajib melaksanakan 
GeG. Implementasi GeG dimaksudkan untuk me­
ningkat.l..:an perlmrnU1gan kepentingan investor, 
terutam para p::megang saham di pemsaman-pen;sa­
haan terbuka 

Di samping itll, ilr,pletI1entasi GCG ak,m men­
dcrong turnbulmya mekanisme cizeck alld balallce di 
lingkmgan manajemen khususnya dalam memteri 
perhali.3ll kepada kepentingaP pemegang sahanl dan 
pcmangku kepentingan lairUlya Hal ini tcrkait dCilgan 
Ff3l1 pemegang sall3lll pc:ngcndaJi yang ile!wenang 
I:lcngangkat \;:olllisaris dan direks~ dm1 ciapat 
mcmpengaruhi kebijakan pemsahaan. Di sam ping 
pelUldungan investor, regulasi mewajibkan si;t~m 
yang menjamin tTansparansi ci?Jl aklmtabilJlas dabm 
tran:.aksl bisnis antar perusahaan dalan I satl! £Hlp 
yang \;erpotensi menimbu1kan bemuran kepentlllgan 

Semangat Lli1tuk meIl11x:roleh per5CtuJuan publtk 
dalam tral1saksi, I11L.1Up3kan bcntuk pcnerapan pnnslp 
aktullabllitas. Diperkenalkannya kOml53l1S UNeroen­
de''\. \.;0111 ite audil dan sekretarrs perusahaan Juga 
menJadl foklls regulasi BEJ. lndependensi komisans 
dllll aksudkall lUltuk memasOkan ballwa kom isaris 
independen tidak memiliki afiliasi dengan peme<.,;ang 
sallall1, dcngan direksi dan dengan komi saris; tidak 
mfIljabat direksi di perusahaan lain yang terafilizsi, 
dan mernahami berbagai ,egulasi pasar modal . 

TLljUim pcdoman ter:;ebu: ;;,!aJah uf1ruk melling­
bll-an !;IU,!lta5 ,hlc'{w{(re pel1lS:llla:lI1-pcru:;ahaan 
pub) ,I; PcJuman 'III mmrpa};an nasi! kolaborast 
,',; 1111" BEl, \'\1, flU, dim Bapcplll Pc,kclllballg;~1 
lu\X.JlI d.r Pasal rnc,ill a,blJlI batas waktl! 
llCll),ciallUn laporan I:;h,man /a:,ni l)(j han ,,"jak lU:UP 
blll;ll, iebiil pencil'\-;; dan reguli!'si :dxlull1nya yilknt 
\ 21) h:wl RcgU\:tlI III I mU'dpk<in rndtk:lsi 
kck(lllllSlcII:lIl Pl11~l\Jk,U1 GCe; okh llapql<lIll 

CCC IIi Lillgku,lgalll'cru.ankan 

Pellum llndUIlg·I~1Iilng No. 10 tallWl 19911 lel1. 

WIlg l'elbankaJl, SP.Car3 llmum tebl] diatur ketentuan 
/lmg terkait dc-ngan (3CG halk yang tmnasuk 
gm'el71ol1ce slmctU,e, gm'emallct! IJroccss, m3uplID 
govenk1llce outcome. 

GOl'erflatlCe slnn:/ure terdll; atas (LAN dan 
I3PKP ,2(00) . pcr!3ma, uji l:.elayakhll dan kepatulan, 
(fit ,md proper I.e-,l), yang r,lmgatur jX'rlunya 
p.~nir.gkaLlll kompctensi dan integritas mar.ajemen 
:xlbankan lllelalui uji kelayakar, ctan kepatutan 
tcrbhlJjJ pcmilik, pcmegang .'>3harn pc.n£mdal~ 
deW3-" kornisaris, direks~ dan pej2l;m ekseJ...-utif bank 
&'1lam aktiyitas penjjelol= bank. 

l\.edua, ind~penCe1l5i manajcrn':n bank, di mana 
para anggota dewa.'1 kornisari5 dUll direksi tidak holeh 
mend Iki hllblmgr.n kekembatan alaL! memiliki 
hubllllga'l fillal/dal dengan deW3ll komisaris dan 
direksi atau mcnjdd: pem::gang :>ah:un pengendali eli 
pcp,lsaitaan lain. 

KelIga, ketentuaa bagi direkillr kepatutan dan 
I)(;Ilingkalan fUIlgsi audit bank put-tik. Dabm starrlar 
pcnCI1lflilll fimgsi int'lmai audit harJc publik, bank 
diw,yibkan llIlluk menunjuk direklur ke!XlhJhan yang 
bert;mgglmg jawab alas keratlalall bank terhaciap 
regulllSi yang ada. 

SLrdlegi dm1 rencm.'l Bank lndonesia mewaj;~ 
bank IUltW; memikili rencana dan BPggar3ll jangka 
paniaPf! dm1 menengah dalam bentuk keplltuS<lJ1 
d~l\,ul dlreksi ban~ Indonesia tahlUl 1995 van,' 
cinnak,,:dkan bagl bailk unluk memlltkl ~~Ie-~ 
k(~lX\rasl dan I'ang lCrillang deng<m Jelss. lcmlasl:i.: 
I1tlal-l'.i1;u ):Ul!;; h,:\fllS dlkonllullbslkan kep<'cla 
sehlfl~l ungbtan d·, dalam oruaf'l,asi dm1 reslko-
reslkLl roel18el1dallan -

\lellgcna: glilvmal1Cl' O/l/CO//!L', Bank Indonesla 
Juga telah mcngeluru'Kan beberapa )Xffitumn, anta'1l 
lain tr.lJ1SparafL<;i mrn~enai Kondi,i k=gan bank 
dan peningkaLlll pcr?n auditor ekstemaL Bank 
diwajlbkan lU1tuk meilh'tlI1f\kapkan nOll peif0l7llillR 

.Il/nl.film Ekonomi /tr1onr.,1emen, F.1k1i1las rkonot1ll ,. Uml'('f51f(lS ,'\r .... /t·,: }"'Iffl 
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lrxm (NPL), pemcf2ni; saharn pcnf!cndaJi c~m 

aflUasmya, pmkuk marr!Jcrnen reslko dalam lx:lapor­
an k~langan 

Peran BAPEPA!'Il 

Hapcpam sccw-a 1JJ1t'c,llllg maupllll tidak lang­
sung tel2h menJDrong lll-pICmentn.s1 prin.s;p-prinsip 
(leG dllndDIlcsi.1, dcng;lI] rncncrbitk<JJl pcraltl1,li' <ill] 
keb'Jakan yang terkillt dengllll GCG. Pcratllnlll­
]X,r;)tIU·:.Ul Icrscbllt ant:n3 laill lllcll)'<lngkllt kcputuS:Ul 
llllrePIUll mellgel,,1 pnllSljl lrill1S[Kl:imst y:UIg 
n'CWIDlbkall 1JC11ISalJ;!:l1l Uilluk I11cnguI1skl1[1klill 
1I JO!lnasi kcpada pubbk, dlsclosUTC mcngcnai bcl~,­

r;ljla a'llCk yang lCrbll ckngwl J1CfllCgang Sahi~ll 
lI<.iIlsaksl rnalcrial, <iUl pcrubahan daliUll aklivi',a, 
bisnis i,lti, kepU1US<1n mCllgemi merger d3n akui.llsi 
Ix:rltsalnall publik, sen;) kctCJltlian tenlang lX'ngwJg­
Ll];''U1 mengenai apakah sualu perusaiJaan tCl'gah 
dllam proses pcradllan kcpaiJilan 

Kedlla, kuputusan Bapepa!n yang te, kait dcngan 
p~OJcrapan prinsi~p-inslp kev.'3jaraJJ terutama lTlllUl( 
rx>rlindungan kepentinsan dan hale pemegang saha:ll, 
kctentuan mengenai bemuran kepentmgpn daLlffi 
triU1saY-sI-tr'd!lSaks1 terttntu, dan kttclllu2n menge;1ai 
pcnav,'aran tender 

Ketiga, kcputll<;aJ1 Bap<:pam mengenai penerapaJ1 
rnnsip rt'sponslbll itas dan aktmtabiJitas S<c~crtl 
ke['u/usan mcngerl1li fllCfJ:;cr dan akuisi:>i pcr1l&1haan 
p,IDlik, terutama teOOllt oCl1gan kewaj iban direksi (1M 
(k~.'illl Komisaris lUltuk rncmhual pcmYlltaan kcp"da 
1'3pepam dan RUrs balma merger diUl aku:sisi jill1g 
hcr-.dak dilakukilll tetall mernpcltimbangkwl sceara 
~113tal1g ocngan mcmpcd1..1tikan kepcntmgwl stakcl]{)I­
GelS, kepentingan publtk, kepentingan pcntsal1"3rI, 
lx:r~llgan yang scl13~ <im jJJIlinan akwl tCI1XrJuiJi­
nya hJk-hak panegang sahanl pu~lik tcrma~uk 
kewajiban untuk memiliki kornit~ audit. 

Pengenalan GeG Melalui Peraturan l'encatatan 

PI Bursa Efek Jak3r1a sebagai bagian dan 
talanan perekonomian Irxlonesia memandang perlu 
It:ltUK mengenalk3r1 pL'Ilgaturan tcnlang GCG saar 
pencatatan efek dalam rangka perroikan iklim bisnis. 
lA'I1gan pengaturan tersebul, diharapkall pemSah3.ll1 
yang go publik dapat mcmngkatkan transparansl dan 
mengurangi reslko pen.Is.m'1iUl publik Harapannya, 
IllfofTllasi yang tersedla t-ragi iX'Inodal bisa I11c1lladai 
dill I j:eda glilfaIUlva akan nlenarik Irtinat investor 
lh ,t\Jk berinVestiSl d I bJr:,a Indoncsla 

Harus citaklJL ~lwnlah real1tas duma LlSaha kita 
memang mcnytratkan tantangan cukllp ber,lt \Ul':ltk 
11l1plementasl GCG. Terutama di kalangan pcnlSa­
h~-pelusahaan \ang tercata! di bursa Real rta:; 
terscblJ', serin>! mcmbual upaya menerapkan GCG 
secara konsist~n menjadi suJit. Penyebabnya antllra 
lain: 

li KOl1scncrasi kepcf'.u ltkaJ1 sall2Jl1 (,.()nsentr21Jon of 
O\\1lfTShip) Kegintail bisrus GJ Indonesia memang 
mIT'ill\jukkan teI)adinya pemusatan kepemilikan 
f\1da SLlatu pii1[lk tprtent\~ schmgga terpdt 
lluLwJgilll afiud:;1 aJ1tara pCl;lihk, pcngaw~ dan 
dlreJ...1ur S1I2tu re:USMaaIl 

h PClr;alumn pcrntiJyEk'Ul illlli'J1srup Bcntukn)'<l, 
SI.:r;li)Cl dana yang diperoleh cbri suall! p"-:l1Isallaan 
tcncnlll dl¢m lUltlik rncmlll3Yru perllsahaan 
lalli, Iya da) am gnljl yimg sunla 

( Tel hcnlukllya konglolll:.:rasl ll.dlil I, knggcilaul"a 
I'lCII;b .. 1Jlgun.ln C~oll~)!lJi tnlllJ/) J9SO-:1J1 mcm:IJl2 

t,~Lll, lllendnroJlg mlme:ull) a 1jnlp-gnlp IL'XliJU 
skal a lx:sar dWI xrg',,-ak dWGI11 bidang-biciang 
yang kOIllPfCheJ1Slf, mulal dar; lini bisnis pcnye­
diam dam saiIlflai perusahaaJ! penggulla dana 
Ir ,It ,Ekasi sc1anjIfL'Wa adalah tcrtclltuJ...-nya pcnya­
IU'IUI da;1, 0;e11 bapk ke[llila perusahaan­
lX'rtlsaIJac'U1 dalarrl satu gI1lP usalla, sehinglla 
keb~jakan pemb-i:lI1 kredit tll.. lagi m=pcr-
111'.';;iU I kelayal:oll llaJ inilall ylli16 pada gilirannya 
memlUlculkan bcrbagai pcrryii;lpangun di per­
:J3llkan. 

A cia dIU aI asan utruna ya:Jg meny eb-'.lkan 
pclaks:lll3illl GCG di kalru1gan rerusahaan tercalat 
IllllSliJ 'un at marju1l.il. PCltama, 1112.Yoritas perusahaan 
yang tClt:al3t di p'e 3EJ rnen;pak;~l p~l<;:lhaan miltk 
keluarg'l S:Ulgat mudah dipahwni, kcluarga yang 
mci lUlU kim pcrusaln:ul "kJill cnggw' bcrlJagJ d('tlgan 
l1Lllll"b1 lail111Ya, t~I',t,una dCllgllll [lCll1cxlal puhlik 
WU/;1I1 pWI kcillarga IC'fSCbut Slid;Jh rnernp'-_'rolch dam 
,Lill ['CmooaL Dis'n: mernang I'd·lll \Vaktu LUI'lIIk 

menyadarxan pihak-pihak ter>ebU! mtllk mcrnahafTli 
luti eI;u~ tartgg\U1g ja'.vab kcp.d:] pcrnodal pllblik laill 
ellI1 PI'l-a slakdJ()ldc~ laillllya /dasaJl kcdua yruJg 
sangat rnendasar, praktek-pr:!ktcl. ketidakjujuran 
dalarn rne!lGelola perusahaaJl sudul! bcrlangsrng 
cukup lama, sehingga tida\J'lI1 rnuc\...h untuk mf:l1g­
hilangkannya. 

Lebih lanjut bcmasarkan in["m,a5i BFJ, kep,l­
tllhan perusahaan terr;<ltal dalam lll(,lI11ilki komisam 
indcpenden dan komte audit hampir 100%. Berdasar­
kan data tersebut, clap'll dikatakan, hal IlU merupakan 
capaian yang sign!tikaJ1 Di S<'Illping itu, capaian 
tcrsebut telall di\\-ltjudkan tanpa ada anCTUl1all penge­
r"Wl 5;l[lkSl. SeJdk t:Jhl~l 2()()y, r>Clllsaliaan publlk 
dlWZ\lIbkan tUltllk mer,) erahkall bl'lT-Il1 IJ.hunan kbth 
3\\'al yaknl dan 120 llaIi menjooll)O han. 

Pcndekatan H olistik 

Sdtkitnla terciapat dua fakter yang menyebab­
karl pennasalahan co'7)orate roi'('f1lanCe di IndoneSia 
Icbitl selius dibandingkan dengan Negard-ne~ lain 
eli Asiu Timur lYPFMl,2003) Pcrtlima, mekarrisme 
pen<sendalian pe1US<'l.'"raar, Indonesia masih tennasuk 

.Jll"I.\(UI I:'konoml A/'lf1(lJem~n, j'c'kllll:/s 1:'J.:UI1(j1ll1 Ul1jrt'fSl/lfS KrlSU'fll)('lra 
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yang palll1g lcmah. Pasar masih clldOI1lJlasl o1th 
sCj\unlah ked konglc:nerat y~'.ng memlllKJ POIClbl 
ic:ng;:m rezlm kekuasa:m Balk untuk 13Ll\l01 mollp\U1 
~)CrusaJl1all- rx:rusahaall yang m emiltki kon eks I p01t It k 
yw[: \QUIt, p:ngembngan strategi dan f0Sls, 
kompctltlf tlchk dlcllS:llk:m ]lada eflSlensl (bn h lcrp 

j0ncllcJai, tctapl bcrc'clsarkan Janng:m hub\Jlg:lil 
IXTsoml deng,m ,tnlktllf kcku:l'k'lall Kedua, hllllP:il 
(\1 Indonesia tCrgoll'I18 SiUlgat akut KomV:1 zil 
lcmbctga-lembaga pcmcnntalwrl d:u, cil Iemblgd­
lcrnbaga pcradllan mcrnbudt pcnegakan hllkunl y~lg 
td~aJt dengan pcrusahaan dan pcrbankaJl r.YaJ1S 
lx:lum nampak Belaklilgilll mlllai ada tllik It:rang 

Pennasalahan sel311Jutllya adalah apakah m,pk­
mentasi GCG taJlpa adanya gexKi govemancc (C.(J},il 
scktor publik akan mendatangkar, hast! yang !illlksi­
rna]? Keny alaanrryll, irnplementasi GG fJ13Slh 
tcrtmggal dan dapatkah pengalaman impiementasi 
GCG membenkan kO!1tribusi strategic bagi GG? 
BagaJmarui p'ffi juga, kontnbusi tcrkccil GCG telah 
ruunpak dalam mcrnbum perusahaan-pems.:lha.:ul 
rnuitinasionaJ, yang sec.ara konsisten mcne.apkan 
GeG mendukLlllg kl~li<lh hub&lb'illl intemll d;m 
eksteraal yang 131lcar 

Kedua, upaya WltL!k memberdayakm' para 
pemanghJ kepcntingan nlaSlh tertingg21 di rr;l:lk;ultj 
lni tcr-lihat nyatll bila klta lYorparti,ipasi dalmn RUPS 
lA:nL'Xlh:l'lll pubEk PCln~'g31Jg saham publik scrlllg­
kall kurang di\D1tungkan oleh lemalmya kem31npuan 
u.ctuk memproses inf0rma51 d2J1 minmmya pema­
harllan mengenai instnunen hukum y:lng bemr Di 
Korea Selm;m, tClliapat kelompc,k-keloll1;xlk pL>:tlCkan 
yang l~ltlndak scbagaJ saran a check Glki bafollcu alau 
pengendalian sosial terhadap manajcmcn pcrusallailll 
pl;blik 

Hingga saat ini te/ah ada inisiatif dari Arosia;i 
Dar.a PensilUl (A DP), Dewan Asuransi Indonesia 
(DAI), ItuJollesian Afutllal Funds Associatioll, 

Masyurakat Investor Sekuritas Seluruh Indonesia dan 
organisasi-crganisasi SCfU[1a lainnya dengan mem­
bentuk organisasl advokasi dan perlinc1lll1gan 
investor, yang dinamakan dengan Lernbaga Advo­
kas~ Proxy, dan Proteksi Investo~ (LAPPI) 

Beberapa Negara di ka\\asan Asia mempe;iihat­
karl adanya tren untuk menekankan pentmgllya 
pel1h>Uatan potensi pasar dan konvergensi ciengan 
bemagai standar intemasional, untuk itu, 1 nd0nes13 
dapat belajar dan Negara-negara lain. 

lXlrSI 6C% cLllarn pemlaI311 d;\:xu,dingkllll faktor 
II1lernal Y311g Mry3 .jew,. H21 ~" mcmulJukkan 
balm". sehagus-br,glisnY3 pe~t1 krta dal311l 
prakuk 6~)\'emance-;1Yd, suItt l[l~,t\; ll1etl(bpatkan 
scoril:g sellalk ~>nJs.:~1ZL1l1 yang mernllikl p.aklil; 
!',IJI'L?nIl1Ce y311~ oaIlla dl Neg::ra lam yang kJah 
Jl\cr.c.:1pk~m puNic pI '(' moneL van6 !chlh balk 

l'.efonll<rll g(Y,{/ gOVCI71{f'IU' yaJlg S(Oda;lg lx,­
plan :11l perlu cliarc'h~m pada lq"'ya Imtlt\; mengubah 
p.:nclckatan kepaiL1];U I (com pli;m~~) kq':1ib kc:;;:sUJJ­
a1\ (C(1nfOlmance; c\engan pr,lhlk-I'Llkuk tcd,;\i'I, 
kda; ,lwm sebagm lvuJud kemudn akilll ,uU rKl,ttng 
I)(;ngriolmn pmlSdllaan cccara prcfeslonal, berctlka 
tim L'ertanf!,b'lUlg jawab. Dal<1.n: hal bllil\va refOtllla>I 
goo) gaven/once dan direks1 sellgatlah mcndasar, 
il?hluill dapJt dlka:aKan bah\\ a ref orma ,I good 
govemance belurn capat clikank3l1 berhasil btla 
dalclll kenyatwnya dewan kOl1lisaris belum 
mer1j,ljankan fung:;l p,.>ngawaS'ln ~ efektif, dan 
dll'cksi bellllTI rnenyadari aJ~1 pentlng kep3tuhan 
kcp,tda !>taJldar disclosure, al:Ull~in~ auditil>g. dan 
r",neraren sistcrn !ulgcndalian 'nten111 dan mana­
jCIl1'3l1 rcsiko scc<.ra elektif 

!)rasyarat per.ling dalam irnplementasi GCG 
adahh pcmetaan keadaan saar iIll. Bank Dunia 
[l\eUui policy rCCOllll1lelu!atio;/ of Rose telah 
rndak"llkan peme:a<ill &nkut 1m edalah bcberapa 
rc'kullIcnchsi utamJ Bank lAmul 
I Pemegang sahaln minoritas h'-lillS dJberikWl hak 

mling dalam proses nominall anggot., dewan 
kOlllisaris d~ Ji~eks~ lllis,oinjJ clCll[(all mernbcri­
k:U] h,~k-hak ~cFada rKnwg;ulg ",lh'lll IllIllOri13s 
tanpa harus mclmggar kdcIltuan one share one 
\'ole. 

2 I'cmsahaan-perusahaan publ tk ui~aJlknl1 Ulllllk 
memiliki konJi!e nominasi den remunasi, Rtko­
mendasi ini diaillr melalui pedoman pel!lbentukan 
komite nominasi dan rem I IfldSi , Hal ini harus 
didukung oleh Dapepam dan DEl densan menge­
IL;a.l-l\.an peratuf'll1 yang ;mew~ibkan pemsahadll 
{'ublik memiliki komite nominasi dan remunasi. 

3 f}irekomenda;ikan untuk mengac\opsi standar 
internasional dalam pd aporiL 1 keuangan, Pemya­
taan SlaJldar akuntansi ket~lIlg3I1 yang ada >aal iru 
"udah hampel' sejalruJ dengan intemaliOllal 
,/cuJIIllIing shll'.daltf (lAS) 

Namlll1, melihat pada kondisi saal ini. :mple­
mentasi GCG tidak akan menjadi maksimal tanpa 
adanya upaya yang sarna dan sektor publik. Karcna 
bila kita mencennati knteria IVling lembaga-lel1lbaga 
intemasional seperti eLSA, S&P, Worldbank, dan 
ADB, terlihat bahvva faktor ekstel1lal mendapatkan 

.j Langkah-langkah untuk dap l1leiindungi kepen­
t.ngan pemt~an~ smam IninGntas. 

5 \ lernperkuat ~engawasan 1);15'''' 01 ell Bapepalll 
dan B FJ, P~llsell1 bangan penga\\ as an pasar dap:rt 
Jilakukan me!:!l ui pengemtJangan slUnber daya 
manusia dan tcknoiogi infonnasi. Bapepam dan 
BE) hanJS mengintegrasikan slstem-sisl~m penga-

JllnLSan Ekonomi Mnnajemen, FaJ..1IJIQ,\ I:"konfJml l.'ni\'t'rSIl(~- K.r:ql~n J1elr(l 
hllp:!.Iwww.pelrG.C.c.id·-pllslil}ournolsJIf.php:./)"partm~ ... IV .\MN 



W,\SaIl mercka, \'ang didukung dengan slmlxT 
daya t11aJ1US13 yimg profeslonai 

[, MengkonfiI1l13.S1 l'mg,gtmg jawab lm),.,ul1 pam 
Ilklullrul. D'SaIlmklul agar rilllC311Siln lu~dlms 
undilng ,lklnl:111 )l\lb\IK !l1CmpclKlh11 tU1CglllHj 
J<lwab l1ukum pa:J ak\UliLln, thllSllsllya yang 
tcrkillt de11~311 pl'!'I~-L~~ hCt1gii ilim u!\\d~ ll1l~1111111F 

~lllkl"\ lll"'11I11l1 IllIKlIll\ lerhalbp P"U" 1\),.11111:11\ 

Y.'kir,li Pia ICid:IJ,-,.t(ldlid I 113UplU1 kC\:(\;\\i1l111j'I,la 

hjcmperll~lldd: Jl016Ka wakl\l jX11yc1ah311 1"IX)I,m 
WhLU1iU1. Dan x.111ULt \ 211 han, eLUJ SlCJak li111ll1l 
21Xl3 ldah cl!kur:ul,;1 mCI1)aJi 90 lillil 

nya mem:'liki CorporOle Cui'liri cebagal inti daD 
COI]J:J/Ule Governance. PemahaiTUlll ter.;ebut mem­
buk<, waW3Sall bal1\\a korporat b~a bejtun ctike\ola 
sceara benar, a(,1U dCl1gJJl ka:a bm, kOfjxnal hila 
Lx:hu]', menFtlanka1j gi)YC1ThUlSI 

S hkngkhmfikasl hah·hah d:1Il aklllltlllllhlas kLlIlli­
;X1l1S independcn 1)11111m lmdang pcrscroan tc,· 
balIS, ~ran kC'll1ls:u is indepcnden dl sc\,;Jn\;an 
ckngan p<..'1aIl konllsaos, 

9, Merurnuskan lebih jnuh pedDman rnengmai 
mderx:nderul {XlI'll komisaris indepcndenl Eat ini 
terkaIt dengan w-ruan tmtang peran, kew2.jiban, 
dan akuntabilitas kOl11isaris independent 

10. Agar terdapat rumusan yang jelas mengenai 
trarlSaksi-transaks i yang mernilik i benturan kepm­
tingan bRgi para direksi. Situasi benluran 1.t¥'-l1-
tingan hams diatur dalam pedoman pel ilaJo 1 (Me 
of conduct) perusahaan. 

KES1Ml'ULAN 

{«JOd COIT'nfYlle f.,'Ol'Ctnat.ce (GCG) mcmpakan 
SIS/em yang znengatllr oolll1lengencblikan perusalJaan 
glUla menciptak3n nilai talllbah (vallie added) lmtllk 
scmua 5Jakeholder. Konsep ini menekankan p<",ia 
dm hal yak:ll~ rx:>1ama, pcnlingnya hak pClllcgang 

saham lll1tuk mempemleh infonnasi dengan benar 
elm tepat pada waktunya dan, kedua, te>vajiban pem-
5dJaal1 lll1tuk melakukan penglmgkapan (disclosure) 
sceara akw-at, tepat w'lkh~ tran.sparan terhadap semlla 
illfonnasi kineIja penlsahaan, kepemilikan, dan 
stiLl;eholder. 

Terdapat emp8t kclmponen ularna yang diperh 
kan dalam konsep Good COrporotE GOl'er{lQllCe, 
yaltu Jaimess, (/YlI1S!XlriliC)" accOIlnrubiliry, dan 
reS/xmsibilir)', Keempa! komponen ler.;ebut penting 
k2IT!13 penerapan prinsip <Jood Corpomre (Joper­

nanc'C seca,,, konsisten ter\.>Ukti dapat menlllgkatkan 
kuaiims laporan keuangan dan Juga dapat meniadi 
penghambat aj,ai\1\aS rekayasa kinaja yang rneng­
ak Ibatkan I ajXlTan keuangan tidak menggamtmkan 
nllai fmdamental perusahaan. 

Dan berbagai hasil pcnelitian kmbaga inde­
p<..ilden menunjukkan bahwa pelaksanan Corporate 
Cu\'pmallce di Indonesia masih sangat rendah, hal ini 
lefl.ltama disebabkan oleh kenyataan baffiva 
petU.>ahaan-perusabaan di lndone.>ia belurn sep.'21uh-
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GOOD CORPORATE GOVERi",'At",'CE 
Implemcntasi bcscrta Implikasi dan masa depunnya 

Parwoto Wignjohartojo 

'1. Pendahuluan 

• 1~~:'~'I"·jIo~.H..'" 

Dewasa ini, sejak adanya gerakan refonnasi tahun 1998, muncuLJj!0¥.~ 
tekanan dari publik yang menghendaki agar Pemerintah maupun sw#~::;~apat 
menghapuskan praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepcHisme, yang secara politis lebih 
dikenal dengan istilah KKN. Selanjutnya diharapkan akan mampu menge_~ 
mereka secara terbuka, adil, dapat dipertanggung jawabkan dan dilaksana~~fffi'gan 
penuh tanggung jawab. Untuk mewujudkan harapan tersebut. diperlukan/M~t(ahan 
sikap secara bersama-sama dan berperilaku sesuai dengan harapan itu,._?g~t::~~<:U'at 
bangkit kembali dari kemelut krisis, siap bersaing menghadapi era gIobalisas(((iff~apat 
meningkatl(an kesejahteraan bersama. , .• :',·~;b;,1:: 

. ":', t·~ ;::!"~. '::' . 

Sikap baik, jujur,' terbuka d~n bertanggung jawab sebenamya te~a~:i~t~t~~!i:n 
budaya masyarakat bangsa IndonesIa, namun beberapa dekade terakhlrJ~J~ViP\ld~y'a 
t('rsebut telah luntur dan yang munclli adalah perilaku yang tidak mencermi~ri;~ikap 

.. ....,.(".!jJ1.~"- •• 

dan perilaku tersebut. Oleh karena itll, sikap dan perilakll yang baik tersebuJ,perlu 
ditanamkan kembali dalam kehidupan m3syarakat bangsa Indonesia. D~}~b,\~~,ullia 
bisnis, sikap dan perilaku yang baik tersebut dapat dir~al is'lS-ikan· mclalui 
implementasi Good Corporate Govemance (GCG) yang rt\eruaJi .Iandasan 
pengelolaan llsaha yang sehat. agar harapan para stakeholders dapat diperll!l~i.,~!;cara 
keseluruhan. - .' 

Oi Indonesia, upaya untuk mengimplementasikan GCG sebagai kcbiasaan 
·:ehidupan suatu organisasi beserta para individu yang bekerja di dala!llllya))~IIJfT'. 

citata dan didokumentasikan secara sistematis serta belurn berdasarbn InteT1lational 
3est Practice yang ada. Belum diterLipkannya GCG di Indonesia merup-akan:'~~I~h,satu 
xnyebab terjadinya krisis ekonomi dan yang membuLit krisis ekonomi itu h1~gga ktni 
}elum juga berakhir (Tjager, 200 I). l-lingga pertengahan tahun 1997 di kawasan Asia, 
ermasuk Indonesia, telah menjadi pemicu munculnya wacana GCG. Oitemukannya 
lJhwa salah satu akar permasalahan terjadinya krisis tersebut adalah lemahny,a. tata 
:elola perusahaan (CorporLite Governance) di Indonesia, di samping lemahnya tata 
.elola publik (Public Guvemance). Terkait c1engLin permasalahan ini, rnaka kesepakatan 
ntara Pemerintah dengan [i\lF tentang reformasi ekonorni dalarn rangka pemulihan 
risis memasukkan perbaikan Corporate Governance dalLim salah satu agendanya 
Hardjapamekas, 2001). 

6'-1 



idOja/aJI J:,kol1oml [JJlLIII)(/ No.1, /Ip,jl 2001 

2. Corporate Governance 

Di an tara beberapa sumber atau penulis yang memberikan pengertian tentang 
Corporate Governance, an tara lain: 

The Cadbury Committee dalarn ACCA (1996), mendefinisikan Corporate Governance 
sebagai suatu sistern yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Selanjutnya 
dijelaskan bah\va ternyata terdapat perbedaan dalam cara mengimplernentasikan GCG 
antara berbagai Negara seperti di UK, di USA, dan di Jernlan. 

Hardjapamekas (200 I), rnengemukakan bahwa Corporate Governance merupakan 
sistem untuk rnengarahkan dan mengendalikan perusahaan, menetapkan hak dan 
tanggung jawab di antara berbagai pihak yang berperan serta di dalarn perusahaan, 
seperti Pengawas, Pengurus, Pernegang Saharn dan pihak-pihak lainnya yang 
berkepentingan (Stakeholders), serta merupakan struktllr untuk menetapkan sasaran, 
cara mencapai sasaran, serta memantall kinerja perusahaan. Oengan demikian, 
Corporate Governance pada dasamya adalah sistern dan struktur lIntuk memanajemeni 
perusahaan. 

Forum for Corporate Governance in Indonesia atal! disingkat dengan FCGI (tanpa tahun 
penerbitan), mendefimisikan Corporate Governance sebagai seperangkat peraturan 
yang menetapkan hllbungan antara pernegang saham, pengllrus, pihak kreditur, 
Pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya 
sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atall dengan kata lain sistem yang 
mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Tlijuan Corporate Governance ialah 
untuk menciptakan pertambahan nilai bagi pihak pel1legang kepentingan. 

Oalam lIraian sebelum perumusan definisi tersebllt tersirat pertimbangan yang 
digunakan lIntuk merl.lmllskan definisi itll, vaitu: - , 

I) Oalam perekonomian modern, manajemen dan pellgendalian perusahaan 
makin dipisahkan dari kepemilikan. Pemisihan ini dapat menimbllikan 
kurangnya transparansi dalam penggunaan dana dalam perusahaan serta 
keseimbangan yang tepat antara kepelltingan-kepentillgan yang ada, misalnya 
antara pemegang saham dengan pengurus dan antara pemegang saham 
pengendali dengm, pernegang saharn ll1inoritas. 

2) Perusahaan-perusahaan rnakin bergantung pad a modal el(stem (modal ekuiti 
dan atau pinjaman) untuk pembiayaan kegizllan-kegiatan mereka, investasi 
dan pertllmbllhan. Oleh karena itll dcmi kepentingan rnereka, maka 
perusahaan perlu memastikan kepada pihak penyandangdana ekstem bahwa 
dana-dana tersebut digunakan seeara tepat dan seefisien mllngkin, dan 
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memastikan bahwa manajemen bertindak yang terbaik unruk kepentingan·· 
perusahaan. Kepastian seperti diberikan oleh sistem tata kelola perusahailfi 
(Co'rporate Governance). Sistem Corporate Governance yang sehat harus .' 
memberi perlindungan efektif kepada para pemegang saham dan': pihak 
kreditur, sehingga mereka dapat meyakinkan dirinya akan perolehan kembali 
investasinya dengan wajar. Oleh karena itu, sistem terse but harus juga' 
membantu menciptakan lingkungan yang kondusif terhadap pertumb~han 
sektor usaha yang efisien dan berkesinambungan.· 

Kartana (2001), memberikan pengertian Corporate Governance sebagai proses 
an struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis dan urusan­
rusan Perusahaan dalam rangka meningkatkan kemakmuran bisnis dan akuntabilitas 
'erusahaan dengan tujuan utama mewujudkan nilai Pemegang Saham dalam jangka 
anjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders yang lain. Selanjutnya 
ikatakan, bahwa Corporate Governance mengelola aspek-aspek yang terkait dengan: 

I) Keseimbangan hubungan antara organ-organ Perusahaan, yaitu RUPS, 
Komisaris, dan Direksi, yang mencakup hal-hal yang berkaitan dengan struktur 
kelembagaan dan mekanisme operasional ke tiga organ Perusahaan tersebut 
(keseimbangan internal). 

2) Pemenuhan tanggung jawab Perusahaan sebagai entitas bisnis dalam 
masyarakat kepada seluruh stakeholders, yang mencakup hal-hal yang terkait 
dengan pengaturan hubungan antara Perusahaan dengan seluruh stakeholders 
(keseimbangan eksternal). 

Selanjutnya Kartana(200 I), memberikan tinjauan lebih nnc! tentang 
:!rusahan dalam konteks Corporate Govemance,yaitu: 

Perusahaan. 
Pada dasamya Perusahaan adalah lembaga ekonomi yang didirikan oleh pemilik 
untuk mendapatkan keuntungan. Oalam kajian ini yang dimaksud Perusahaan 
dibatasi pada lembaga ekonomi yang berbentuk Perusahaan Perseroan yang 
didirikan oleh Pemegang Saham dcngan tujuan mernupuk keuntungan, 
menyediakan barang dan atau jasa yang herTllutu tinggi dan ber-daya saing kuat baik 
di pasar dalam negeri maupun intemasional. 

Kepentingan Pemegang Saham 
Salah satu kepentingan pokok Pemegang Saham adalah bahwa perusahaan 
didirikan untuk memupuk keuntungan (profit motive) sehingga harus dapat _ 
meningkatkan nilai perusahaan bagi keuntungan para pemegang saham. 
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3) Kepentingan Stakeholders 
Stakeholders mencakup semua pihak yang mempunyai kepentingan dalam 
kemakmuran perusahaan tersebut, tidak terbatas hanya pada pemegang saham 
tetapi temlasuk karyawan, pemasok, pelanggan, distributor, pesaing, Pemerintah 
serta masyarakat yang ikut rnernberikan kontribusi terhadap keberhasilan 
perusahaan dan yang ikut pula menanggung darnpak dari kegiatan operasional 
perusahaan. 

4) Organ Perusahaan 
Ada beberapa organ perusahaan, yaitu: 

Rapat Umum Pernegang Saham CRUPS). 
RUPS merupakan organ yang rnernpllnyai kekuasaan t(lrtinggi dalam struktur 
kepengurusan perusahaan. RUPS rnempunyai segala wewenang yang tidak 
diberikan kepada Direksi atau Komisaris, seperti melakukan pengambilan 
keputusan tentang pengubahan Anggaran Dasar Perusahaan, penggabungan, 
peleburan, pengambilalihan, kepailitan, dan pembubaran Perseroan. Wewenang 
tersebllt pad a dasamya hanya dibatasi oleh UU PT dan oleh Anggaran Dasar 
Perusahaan. 

Korn i sari s. 
Komisaris dibenwk sebagai organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan 
terhadap kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan Perseroan dan memberikan 
nasehat kcpada Direksi dalarn menjalankan kegiatan pengurusan Perseroan. 

Direksi. 
Direksi rnerupakan organ Perseroan yang rnenjalankan tugas melaksanakan 
pengurusan Pcrseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan serta rnewakili 
Perseroan bail; di dalam rnaupun di luar pengadilan sebagai amanat dari pemegang 
saham yang ditctapkan dalam RUPS. Sebagai remegang amanat dari pemegang 
saham, Direksi harus bertanggungjawab pCllllh atas pengunJsan Perseroan. 

5) Organ Pendukung " 
Organ-orgilll dan rnekanismc Pendukung CorplJrate GoVen13nCe, yaitu: 

Satuan PCllgawasan [Iltern. 
Setiap Perusahaan wajib mempunyai SatuRn Pengawas3.n [ntern (SPI) yang 
merupakan aparat pengawasan intern perusahaan yang bertanggung jawab kepada 
Direksi. 



1 amlll.U 

Komite Audit (\A.udit Committee). 

~---- ---1 
No. }, rlpri/ 200} 

-Xomite Audit dapat dibentuk oleh Komisaris dan beltanggung jawab kepada 
Komisaris dengan pertimbangan bahwa dalam rangka mengoptimalkan kinerja, 
Perseroan dituntut untuk dapat menge\ola kegiatan usahanya dengan hemat, 
berdayaguna, berhasilguna dan dengan mentaati peraturan perundangan-undangan 
yang berlaku dengan mevrojudkan sistern dan pelaksanaan pengawasan yang 
kompuicn dan independen. 

Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary). 
Setiap Perseroan Terbuka harus mengangkat seorang Sekretaris Perusahaan dan 
melaporkan pengangkatan tersebut kepada 8apepam_ Sekretaris Perusahaan adalah 
Pejabat Perusahaan Tercatat yang melaksanakan fungsi Sekretaris Perusahaan 
(Corporate Secretary). Sekretaris Perusahaan dapat diangkat dari anggota Direksi 
Perusahaan yang bersangkutall. Penunjukkan Sekretaris Perusahaan wajib 
diumumkan dalam RUPS. 

Komite Corporate Governance. 
Komite Corporate Governance diusulkan untuk dapat dibentuk oleh Kornisaris dan 
bertanggung jawab kepada Komisaris untuk mengkaj i Good Corporate Governance 
Practices di Perusahaan dan menJaml1l bahwa praktek-praktek tersebut 
dilaksanakan secara efektif. 

Komite Remunerasi. 
Komite Remunerasi diusulkan untuk dapat dibelltuk guna mengkaji penerapan 
sistem insentif dan remunerasi yang terbaik bagi Direksi, Kornisaris dan Karyawan 
Perusahaan_ 

3. Good Corporate Governance 

Good Corporate Governance merupakan sistem dan struktur untuk 
mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan baik, yang akan dicerminkan 
terselenggaranya Corporate Governance yang l1lel1lpcrhatikan prinsip-prinsip utarna, 
yaitu: 

1) Transparansi (transparency). 
2) Akuntabilitas (accountability). 
J) Keadilan (fairness). 
4) Responsibilitas (responsibility). 
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Sebagai penjabaran dari prinsip-prinsip utama Corporate Governance, Kartana 
(200 I) menyitir OECD tcntang penyusunan prinsip-prinsip Corporate Governance yang 
dikelompokkan ke dalam kategori: 

I) Hak-hak Pemegang Saharn. 
2) Perlakuan yang adil bagi se!uruh Pcrnegang Saharn. 
3) Peranan stakeholders dalarn Corporate Governance. 
4) Pengungkapan (Disclosure) dan Transparansi (Transperancy). 
5) Tanggungjawab Direksi dan Kornisaris. 

4. 1I11plernentasi Beserta Irnplikasinya 

Apakah perusahaan telah rnengirnplementasikan konsep Corporate Governance 
dengan baik (Good Corporate Governance) atau tidak, rnaka dapat dievaluasi sejauh 
mana perusahaan tersebllt rnengirnplernentasikan prinsip-prinsip Corporate Governance 
jengan baik, yang rnelipllti: 

I) Hak-hak Peniegang Sai1arn, 
2) Perlakuan yang adi! bagi seluruh Pemegang Saham. 
3) Peranan Stakeholders dalarn Corporate Governance, 
4) Pengungkapan dan Transparansi. 
5) Tanggungjawab Direksi dan Komisaris. 

'enjelasan lebih lanjut atas penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance 
~rsebut di atas adalah: 

{ak-hak Pemegang Soham. 
ehubungan dengan hak-hak pemegang saham, yang meliputi pendaftaran kepernilikan 
engan cara yang aman, penyerahan atau pengalihan saham, in form as i tentang 
erusahaan yang rei evan secara berkala, partisipasi pada pelaksanaan RUPS, pernilihan 
199ota Direksi, serta rnendapatkan bagian dari laba perusahaan dan bak lainnya seperti 
3.k partisipasi aktifpada rzuPS. 

erlakuan Yang Adi/IJagi Selunth Pemegang Saharn. 
orporate Govemance harus rnenjamin perlakuan yang adil bagi seluruh Pernegang 
lham tanpa terkecuali serta memberi kesernpatan yang sarna untuk mendapatkan 
)mpensasi yang efektif atau kerugian akibat pelanggaran hak-hak rnereka. 

~ran Stakeholders daiam Corporate Governance. 
ak-hak. Stakeholders yang harus diakui sebagaimana yang telah ditetapkan 
Tdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mendorong kerjasama 
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aktif antara perusahaan dan stakeholders dalam menciptakan kemakmuran pekerjaan 
dan kesinambungan kesehatan perusahaan. 

Penguflgkapan dan Transparansi. 
Menjamin adanya pengungkapan yang tepat wal-..-tu dan akurat yang diterapkan pada 
seillruh materi penting, yang menyangkut perusahaan, termasuk kondisi keuangan, 
kinerja, kepemilikan, dan pengaturan perusahaan. 

Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris. 
Menjamin adanya pengarahan strategis perusahaan, pemantallan manajemen secara 
efch1if dan akuntabilitas Direksi dan Komisaris kepada pemegang saham. 

Sebagai bah an pembanding, berikut ini disajikan Prinsip-Prinsip Intemasional 
mengenai Corporate Governance yang diklltib oleh FCGI (tanpa tahlln penerbitan), 
sebagai berikut: 

a. Hak-hak para pemegang saham, yang haws diberi informasi dengan benar dan 
tepat pad a wa!...1unya mengenai perusahaan, dapat ikut berperan serta dalarn 
pengarnbilan keputusan mengenai perubahan-perubahan yang mendasar atas 
perusahaan, dan turut memperoleh bagian dari keuntungan perusahaan. 

b. Perlakuan sama terhadap para pemegang saham, terutarna terhadap pernegang 
saham rninoritas dan pernegang saharn asing, dengan keterbukaan infornlasi yang 
penting serta melarang pernbagian untuk pihak sendiri dan perdagangan saham 
oleh orang dalam. 

c. Peranan pemegang saham harus diakui sebagaimana ditetapkan oleh hllhlm dan 
kerjasarna yang aktif antar perusahaan serta pemegang kepentingan dalam 
menciptakan kekayaan, lapangan kerja dan perusahaan yang sehat dari aspek 
keuangan. 

d. Pengungkapan yang akurat dan tepat pada waktunya serta transparansi mengenai 
semua hal yang penting bagi kinerja perusahaan, kepemilikan, serta para 
pemegang kepentingan. 

e. Tan&:,aung jawab pengurus dalam manajemen, pengawasan manajemen serta 
pertanggungjawaban kepada perusahaan dan para perriegang sahanJ. 

Pemerintah memegang peranan penting yang mendukung dengan menerbitkan 
dan memberla\..llkan pengaturan yang mernadai, rnisalnya tentang pendaftaran 
perusahaan, pengungkapan data keuangan perusahaan serta pcraturan-peraturan tcnL::lTlg 
tanggungjawab Komisaris dan Direksi. Namun, perusahaan memegang tanggungjawab 
utama untuk rnclaksanakan sistem Corporate Governance yang baik di dalam 
perusahaan. Perusah33n harus rnenyadari bahwa sistem Corporate Governance yang 
baik sangat berarti bagi kepentingan-kepentingan pemegang sahamnya, penyandang 
dana serta karyawannya, dan dengan begitu juga bagi perusahaan itu sendiri. 
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Perusahaan-perusahaan harus mengantisipasi pemberlakuan yang lebih tegas dari 
peraturan perundangan-undangan yang ada, adanya pemberlakuan peraturan 
perundangan-undangan yang bani, serta pengawasan masyarakat yang makin tajam 
terhadap tindakan perusahaan-pemsahaan. 

5. Kcberadaan Corporate Governance di Indonesia. 

Beberapa sumber memberikan informasi tentang keberadaan Corporate 
Governance di Indonesia, antara lain: 

Suatu suevey tahun 1999 oleh Pricewaterhouse Coopers terhadap investor-investor 
internasional di Asia, yang dikutib FCGI (tanpa tahun penerbitan), menunjukkan bahwa 
Indonesia dinilai sebagai salah satu yang terburuk dalam bidang standar-standar 
akuntansi dan penaatan, pertanggung jawaban kepada para pemegang saham, standar­
standar pengungkapan dan transparansi serta proses-proses kepengurusan. Suatu kajian 
lain menunjukkan bahwa tingkat perlindungan investor di Indonesia merupakan yang 
terendah di Asia Tenggara. 

Oi Indonesia, kepemilikan pemsahaan yang terdaftar di bursa saham sangat terpusat, 
dan prosentase manajer yang ternlasuk dalam grup pengendali juga sangat tinggi. Akan 
tetapi, ekonomi dan perusahaan-pemsahaan di Indonesia tidak dapat terhindar makin 
membaur dengan ekonomi dunia untuk rembiayaan pinjaman dan pemlOdalan serta 
pembelian dan penjualan produk-produknya, perhatian terhadar standar-standar 
Corporate Governance yang disepakati di tingkat internasional merupakan kehamsan 
bagi Indonesia. 

Partisipasi dan Perlindungan para Pemegang Saham. 
Oewan-dewan Komisaris pada umumnya tidak efektif dalam menjaga kepentingan­
kepentingan para pemegang saham, oleh karena pemegang saham yang kebanyakan 
memiliki hubungan keluarga mempunyai pOSlSl yang dorninan. Mekanisme 
pengendalian, seperti mewakili kepentingan pihak ke tiga melalui Komisaris 
independen serta Komite independen untuk Penggajian dan Nominasi serta Komite 
Audit belum ada. Transparansi masih sangat kurang karena praktek-pral1.ek 
pengungkapan, standar-standar akuntansi serta pelaksanaannya masih belum memadai. 

Pemantallon dOll Perlindungan Kreditur. 
Pertama, posisi dan peranan kreditur dalam pengelolaan perusahaan masih lemall, oleh 
karena pengumsan baik para kreditur maupun Bank-Bank itu sendiri masih sangat 
kurang. Pengendal ian intern yang lemah serta kerangka-k::rangka pengaturan yang 
kurang memadai bagi Bank serta lembaga-lembaga keuangan non-Bank serta 
manajemen risiko intern Bank yang tampaknya belum dikembangkan menjelaskan hal 
tersebut. Ke dua, pengamatan pasar masih kurang oleh karena pihak kreditur dan 
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pesaing sering merupakan bagian dari konglomerat-konglomerat yang dimiliki oleh 
keluarga yang sarna yang juga ikut memiliki perusahaan-perusahaan peminjam. Ke tiga, 
perlindungan hukum bagi kreditur ma~ih lernah akibat sistem peradilan yang belum 
baik dt Indonesia. Lagipula, undang-undang kepailitan dan prosedur-prosedumya pada 
umumnya tidak aktif di Indonesia, baik dalam melindungi pihak kreditur maupun dalam 
menjatuhkan sanksi terhadap pihak pemirDam. 

Pasar untuk Pengendalian Pemsahaan serta Perlindwzgan Pasar Produk 
Pasar untuk pengendalian perusahaan kebanyakan tidak aktif. Kesulitan-kesulitan yang 
dialami dengan hostile takeover yang makin marak mencerminkan pemusatan 
kepemilikan di dalam perusahaan-perusahaan. Tingginya pemusatan kepemilikan 
perusahaan lebih lanjut akan menghambat mekanisrne pasar terhadap pasar untuk 
pengendalian perusahaan dan pasar barang. 

Pasar j\1odal serta Keuangan Perusahaan. 
Akibat tahap pembangunan pasar modal di Indonesia masih dini, pasar modal 
didominasi oleh keuangan ekstern, terutama pinjaman-pinjaman Bank. Peraturan 
pembatasan serta prosedur hukum yang tidak efektif telah membatasi peranan obligasi 
perusahaan serta pembiayaan perusahaan. Perusahaan-perusahaan telah melakukan 
pinjaman luar negeri yang sangat luas oleh karena suku bunga lllar neger! 
diliberalisasikan sedangkan slIku bunga dalam negeri diatur. 

Daniri (2001), juga mengungkapkan beberapa hal tentang implementasi GCG 
di Indonesia sebagai berikut: 

Hambatan Penerapan GCG.· 
1) Konsentrasi kepemilikan yang tinggi: Perusahaan Keluarg~ Transaksi benturan 

kepentingan. 
2) Pengawasan Dewan Komisaris yang kurang efek1:if: Terafiliasi, Kurang 

Mampu. 
3) Pemegang Saham yang pasif: RUPS dan pengawasan kurang efektif. 

Mengapa GCG Penting? 
I) Melancarkan akses terhadap pendanaan. 
2) Perlindungan DireksilJvfanajemen terhadap gugatan hukum. 
3) Meningkatkan efisiensi di dalam pengambilan keputusan. 
4) Meningkatkan kepercayaan publik. 
5) Mengurangi KKt"!': peningkatan transparansi dan akuntabilitas. 

GCGdi BE] 
1) Komisaris Independen berasal dari wakil regulator dan profesi. 
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2) Komite Audit dan Retl1unerasi. 
3) Pelaksanaan Golden Parachute. 
4) Sistem Remunerasi Direksi dan Komisaris yang terbuka. 
5) Direksi tidak diperkenankan bemlain saham. 

!mpfementasi GCG Emitel1 di BE!. 
I) BE] merupakan pioneer dalam memperkenalkan konsep GCG. 
2) BEl memiliki akses langsung terhadap penlsahaan tercatat: 

a. Perusahaan tercat;l.(wajib menerapkan GCG. 
b. Makin banyak perusahaan tercatat yang menerapkan GCG, makin 

tinggi tingkat kepercayaan investor (Iokal dan asing) terhadap pasar 
modal. 

3) Hal ini akan menlpakan Rating dan Self-Assessment. 

!l1Ip!elllentasi GCG lIlefallli Peratllran Bursa. 

I) Kewajiban mempunyai Komisaris Independen, Komite Audit, dan Sekretaris 
Perusahaan. 

2) Kewajiban menyampaikan infonnasi Perusahaan (Keterbukaan). 
3) Standar Laporan Keuangan per Sektoral. 

Af..:lIl1laoililas dal7 Fairness. 
Hal ini diilustrasikan dengan perlStlwa sbb: Perusailaan A membeli piutang dari 
perusahaan B yang merupakan anak perusahaan A, sehingga perusahaan B mempunyai 
kondisi aliran kas yang lebih sehat, sementara itu secara akuntansi asset perusahaan A 
meningkat. Pad a thun 1998, semua piutang terse but oleh perusahaan A dinyatakan 

. sebagai piutang macet dan dibentuk cadangan piutang macet. Kasus Illl 

mengindikasikan telah terjadi penyalahgunaan hubungan affiliasi.· Sebagai 
konsekuensinya perusahaan A akan menghadapi kesulitan aliran kas, kinerja keuangan 
menjadi buruk, tidak mampu membayar dividen, dan kelangsungan hidup perusahaan 
temcam. 

Hasil suney Mc Kinsey & Co. bulan Juni tahun 2.000 terhadap 250 investor 
global, yang dikutib Tjager (200 I), menunjukkan bahwa Indonesia dan Vietnam 
adalah negara yang menduduki perin.l:at paling rendah dalam menerapkan Good 
Corporate Goverllance dibandingkan d..:ngan negara-negara Asia Lainnya. Survey itu 
juga rnenunjukkall bahwfl Singa[llJra, l-iongkol1g dan Jepang sebagai negara-negara 
yang paling baik dalam rnenerapkan Good Corporate Governance. Hasil survey 
tersebaut dapat dipaharni, karena di Indonesia pada urnurnnya perusahaan-perusahaan 
merupakan perusailaan keluarga d~ilgal1 manajemen tertutup, sehingga beralasan balnva 
penerapan GCG tidak dapat terrealisir sepcrti yang diharapkan. Sehingga tidak 
mcngherankan bahwa "keajaibal1" ekonol11i di Asia Tenggara yang terjadi 
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sesungguhnya merupakan cenninan dari investasi yang berlebihan, non-produktif serta 
speku lati f. 

Survey pada sektor pasar modal yang dilakukan oleh Pricewaterhouse Coopers 
pada bulan lanuari 200 1 berkaitan dengan Opacity index pada 35 negara di Dunia, yang 
juga dikutib oleh Tjager (200 1). Dalam hal ini Opacity merupakan suatu tolok ukur 
mengenai tidak terdapatnya praktek-praktek yang jelas, akurat, rnudah dipahami dan 
memenuhi standar di bidang pasar modal yang berlaku secara lnternasiona!. Bila makin 
kecil Opacity index suatu negara berarti makin jelas, akurat dan mudah dipahaminya 
praktek-praktek yang diterapkan oleh suatu negara serta praktek-praktek tersebut telah 
sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku secara internasiona!. Hasi I survey ini 
menunjukkan balma Indonesia memiliki Opacity Index terbesar, dan Singapura, USA, 
United Kingdom memiliki Opacity Index paling keci!. Survey ini juga berkaitan dengan 
penerapan Good Corporate Governance dan Good Governance. 

6. Masa Dcpan GCG di Indonesia. 

Memperhatikan pentingnya peran GCG untuk mendorong perusahaan 
melakukan kegiatan usaha yang sehat dalam segala sektor kegiatan usaha dan perannya 
untuk memulihkan kembali duri situasi krisis mcnjadi sllatll situasi yang sehat, maka 
sudah pantas rnenjadi pertanyaan berbagai 'pihak "bagaimana GCe:; dapat diterapkan 
sebagaimana seharusnya bagi kehidupan bisnis di Indonesia"? 

FCGI (tanpa tahun penerbitan), berpendapat bahwa perusahaan-perusahaan di 
Indonesia rnernpunyai tanggung jawab terutama untuk memperhatikan standar-standar 
Corporate Governance yang telah disepakati di tingkat Internasional. Bukan saja 
perusahaan-perusahaan yang telah terdaftar di bursa efek atau perusahaan-perusahaan 
besar yang mempunyai tanggung jawab tersebut. Setiap perusahaan di indonesia harus 
menyadari betapa pentingnya suatu sistem Corporate Governance yang baik bagi 
kepentingan-kepentingan para pemegang sallamnya, para penyandang dana, 
karyawannya, dan pada akhirnya bagi perl1sahaan itu sendiri. Sarna seperti di negara­
negara lain, perusahaan-perusahaan di Indonesia harus mengantisipasi pemberlakuan 
peraturan perundang-undangan yang telah ada yang lebih tegas, pemberlakuan 
peraturan perundang-undanagn yang baru, serta pengawasan dari masyarakat yang 
makin tajarn terhadap tindakan perusahaan-perusahaan tersebut. 

Hardjapamekas (2001), menyatakan bahwa untuk rnemperbaiki kerangka dan 
praktek Corporate Governance, yang juga merupakan tuntutan lembaga-Iembaga donor 
yang membantu pemulihan ekonomi Indonesia pasca krisis, terdapat sejumlah prakarsa 
baik dari Pemerintah maupun dukungan dari sektor swasta, yang mencakup an tara lain: 
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I) Pengembangan stratcgi nasional untuk merefomlasi Corporate Governance, ' 
termasuk pernbentukan Kornite Nasional tentang Kebijakan Good Corporate 
Governance. 

2) Melakukan pendidikan publik tentang Corporate Governance. 
3) Melakukan reformasi peraturan di bidang Pasar Modal. 
4) Mengadakan proyek percontohanuntuk menerapk,m prinsip-prinsip Corporate 

Governance di sek.1or swasta maupun BU!YIN. 
5) Munculnya berbagai prakarsa dari kalangan non-Pemerintah untuk mendukung 

pelaksanaan Good Corporate Governance, seperti The Indonesian Institute for 
Corporate Governance in Indonesia (IICG) dan Forum on Corporate 
Governance in Indonesia (FCGI). 

Dalam mengembangkan strategi nasional untuk mcreformasi Corporate 
Governance, Pemerintah telah rncmprakarsai pembentukan Komite Nasional Mengenai 
Kebijakan Corporate Governance. yang bertanggung jawab untuk memberikan 
rekomendasi tentang kerangk.! rk'lSiOMI dalam rangka mengimplementasikan Corporate 
Govemance. yang mencakup: 

I) Kodifikasi prinsip-prinsip Corporate Governance, yang baru-barn ini telah 
menerbilkan edisi ke dua Pcdoman Good Corporate Governance. 

2) Memprakarsai refonnasi peraturan yang mendukung implementasi pedoman 
terse but. 

3) Mengembangkan kerangka kelembagaan untuk penerapan pedoman tersebut. 

Mengingat Corporate Governance merupan konsep yang relatif barn dikenal di 
'Indonesia, terdapat kebutuhan untuk mengetahui 'dan memahami KOnSep tersebut. 
Berbagal prakarsa untuk memperkenalkan konsep ini dan mendidik masyarakat 
mengenai Corporate Governance telah dilakukan olehPemerintah, organisasi profesi, 
serta asosiasi industri yang berkcpcntingan dengan masalah ini melalui berbagai 
seminar, lokakarya., dan pelatihan. "I" 

" . 

Refomlasi peraturan lIntuk meningkmkan transparansi dan akuntabilitas 
perusahaan IT)elalui pengungkapan infonnasi kelompok perseroan tertentu telah 
diprakarsai oleh Pemerintah. PP No. 24 Tahun 1998 yang telah diubah dengan PP No. 
M Tahun 1999 mewajibkan Perseronn Terbatas untuk menyarnpaikan Laporan 
Keuangan Tahllnan Perusahaan yang telah diaudit kepada Direktorat Pendaftaran 
Perusahaan Departemen Perindustri an, b i la memenuhi salah satu dari kriteria berikut: 

I) Merupaka Perseroan Terbuka. 
2) Bidang Usaha berkaitan dengan pengerahan dana masyarakat. 
3) Mengeluarkan surat pengakuan utang. 
4) Memiliki aktiva atau kebyaan paling sedikit Rp 25 Milyar. 
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5) Persero<tn yang merupakan kreditur Bank yang me'lsyaratkan kewajiban 
mengaudit laporan keuangan tahunannya. 

Di bidang Pasar Modal beserta lembaga penunjangnya, telah pula dilakukan 
sejumlah perubahan peraturan dan standar. Misalnya, Bapepam telah mengubah 
peraturan yang berkenaan dengan: .. 

1) Transaksi yang mengandung benturan kepentingan. 
2) Transaksi yang material dan peru bah an bidang usaha pokok perseroan. 
3) Penggabungan dan konsolidasi perusahaan terbuka. 
4) Pokok-pokok anggaran dasar perseroan yang menawarkan efek yang bersifat 

ekuitas kepada masyarakat dan perusahaan publik. 
5) Pengungkapan informasi tertentu yang harus segera diumumkan kepada publik. 

Bursa Efek Jakarta juga tdah mengeluarkan p<:rubahan peraturan tentang 
ketentuan umum pcncatatan efek yang bersifat ekuita5 di bursa. yang menambahlan 
persyaratan penyelenggaraan pcngclolaan perusahaan yang baik (Good Corporate 
Governance) dengan mewajibkan pcrusahaan tercat.al memiliki: 

1) Komisaris Independen yang jumlahnya secara proporsional sebanding dengan 
jumlah saham yang dimiliki oleh bukan pernegang sallam pengendali dengan 
kelentuan jumlah komisaris Independen sekurang.kurangnya 30 % dari jumlah 
seluruh komisaris. 

2) Komite Audit yang keanggotaannya sekurang-kurangnya tiga orang, seorang di 
antaranya merupakan komisaris independen sekaligus merangkap sebagai 
Ketua Komite Audit, dan dua anggota lainnya merupakan pihak ekstemal yang 
independen di mana sekurang-kurangnya salah seorang di antaranya memiliki 
kemampuan di bidang akuntansi dan audit. 

3) Sekretaris perusahaan (Corporate Seoetary) sebagaimana dimaksud dalam 
peraturan Bapepam dan harus dilaksanakan oleh salah seorang Direktur 
Perusahaan Tercatat. 

Berkenaan dengan penyempurnaan pengungkapan informasi keuangan, BEl 
bekerjasarna dengan tA! dan Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) telah menyusun 
pedoman penyajian dan pengungkapan lapDran keuangan perusahaan publik di 22 
industri berdasarkan peraturan pasar modal, regulasi sektor industri dan PSAK. tAl 
juga telah rnelakukan upaya-upaya untuk rnenyesuaikan PSAK dengan Standar 
Akuntansi Intemasional, meskipun beberapa kasus yang diatur jarang diternukan dalam 
praktek di Indonesia. 

Perusahaan Indonesia jelas merurakan pihak yang terkena peru bahan, dan sifat 
perubahan itu pada dasamya merupakan pergcseran kendali pen.JsailJarl yang SCCllula 
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didominasi oleh pemegang saham pendiri atau pemerintah, kini mereka "dipaksa" oleh 
berbagai pedoman, peraturan dan standar untuk berbagi kcndali dan pengaruh dalam 
pengelolaan perusahaan. Pel1lsahaan juga dibebani dengan tugas-tugas barn, misalnya 
dalam pengungkapan infonnasi perusahaan, dalam melibatkan pemegang· saham 
independen atau minoritas pada proses pengambilan keputusan strategis, dan dalam 
membentuk mekanisme pengendalian yang lebih ketat (mengangkat komisaris 
independen dan mernbentuk Komite Audit). Upaya-upaya tersebut di atas semoga dapat 
berjalan lancM dan berhasil, sehingga krisis yang berkelanjutan ini segera berakhir dan 
masyarakat dapat mcrasakan kemakmuran bangsa ini. Amin. 
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